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“La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin” 

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh 

keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk 

diraih”. 

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, 

jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding 

dengan perjuangan mereka menghidupimu”. 

“Semangat ya nak”. 
- Bunda - 
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ABSTRAK 

Nadhira Silvy, 2024. IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN 

KONSTRUKSI BERDASARKAN PERMEN PUPR NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA 

PELAKSANAAN PROYEK GEDUNG PERKULIAHAN  

 Tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia menuntut penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang efektif, khususnya 

dalam sektor konstruksi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup pekerja dan produktivitas perusahaan melalui 

upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman. Keselamatan Konstruksi, 

sebagai bagian dari K3, mencakup standar untuk menjamin keselamatan pekerja, 

publik, dan lingkungan selama proses konstruksi. Pemerintah Indonesia 

mewajibkan penerapan SMKK melalui Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, 

dengan tujuan mengurangi kecelakaan kerja serta mendukung kelancaran dan 

keberlanjutan proyek konstruksi. 

 Penelitian ini membahas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi (SMKK) pada Proyek Pembangunan Gedung Labor dan Lokal Kuliah 

Jurusan Seni Rupa (FBS) Universitas Negeri Padang. Penerapan SMKK dianalisis 

berdasarkan lima elemen utama, yaitu kepemimpinan dan partisipasi pekerja, 

perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi 

keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat temuan kesesuaian 

mencapai 77,9%, temuan kategori minor sebesar 3,5% dan kategori major 

sebesar 18,6%. Aspek yang dipatuhi meliputi penyediaan sumber daya dan 

fasilitas keselamatan, penerapan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, serta 

prosedur komunikasi dan evaluasi keselamatan. Namun, beberapa kekurangan 

ditemukan dalam dokumentasi prosedur, seperti pengoperasian alat berat dan 

pengelolaan material berbahaya (B3). 

 

Kata kunci: SMKK, Keselamatan Konstruksi, Audit Keselamatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan 

kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Angka kecelakaan yang 

tinggi mengindikasikan bahwa keselamatan kerja masih menjadi 

concern/kekhawatiran pada industri konstruksi (Viby Indrayana & Suraji, 

2021). Kecelakaan kerja merujuk pada insiden atau kejadian yang tidak 

diinginkan dan tidak direncanakan yang terjadi di tempat kerja, 

mengakibatkan cidera fisik, penyakit, atau bahkan kematian pekerja. 

Menurut OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

kecelakaan kerja adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan dan 

menyebabkan cidera atau kesakitan, dan kejadian yang dapat menyebabkan 

kematian (Syarif,2007). Kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh beberapa 

faktor, termasuk kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, kesalahan 

manusia, kegagalan peralatan, atau kurangnya pelatihan dan pengawasan 

yang memadai.  

 Mengacu pada laporan tahunan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) terjadi 

peningkatan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya. Pada 

2019 telah terjadi sebanyak 182.835 kasus kecelakaan kerja, 2020 sebanyak 

221.740 kasus kecelakaan kerja, 2021 sebanyak 234.270 kasus kecelakaan 

kerja, 2022 sebanyak 265.334 kasus kecelakaan kerja, dan semakin 

meningkat pada tahun 2023 sebanyak 370.747 kasus kecelakaan kerja. 

Dapat dilihat peningkatan setiap tahunnya berdasarkan grafik berikut: 
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Gambar 1. Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja Di Indonesia (2019-2023) 

(Sumber: BPJS Ketenagakerjaan) 

 Tingginya kasus kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya, maka 

diperlukan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) dalam pekerjaan 

konstruksi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu 

upaya keselamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta 

meningkatkan produktivitas pekerja. Menurut Kusmawan, Keselamatan 

Kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan 

kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, 

bahan-bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, 

penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan 

kerja. Maka dari itu, keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan 

keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan 

pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan 

yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. 

 Pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik seharusnya 

dipandang sebagai suatu investasi karena akan berdampak pada 

produktivitas perusahaan (Hasepro, 2013). Situasi ini muncul karena kurang 

maksimal dalam perencanaan serta pelaksanaan dari SMKK. Pemerintah 

Indonesia melalui menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah 

mengeluarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem 
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manajemen keselamatan konstruksi. Dalam aturan tersebut SMKK (Sistem 

Manajemen Keselamatan Konstruksi) diwajibkan untuk diterapkan pada saat 

pelaksanaan konstruksi karena juga merupakan bagian dari perencanaan 

dan pengendalian proyek (BPSDM PUPR, 2021). Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi (SMKK) bertujuan untuk mengurangi angka 

kecelakaan kerja yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, 

terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, 

pengarahan, dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para pekerja dan 

pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga 

pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja (Yuli, 2017:211). 

 Implementasi SMKK memerlukan dokumen penting seperti Rencana 

Keselamatan Kerja (RKK) yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam 

pengelolaan keselamatan kerja di proyek konstruksi. Dokumen ini mencakup 

identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta langkah-langkah pengendalian 

untuk memitigasi risiko yang ada. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 

Tahun 2021 Pasal 34 terdapat tiga kriteria risiko keselamatan konstruksi, 

yaitu risiko keselamatan konstruksi kecil, konstruksi sedang, dan konstruksi 

besar. 

 Dalam suatu pekerjaan konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria risiko 

keselamatan konstruksi, penentuan risiko keselamatan konstruksi 

ditentukan dengan memilih risiko keselamatan konstruksi yang lebih tinggi. 

Dengan itu maka adanya identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan 

pengendalian risiko, dan peluang yang selanjutnya disebut IBPRP, IBPRP 

adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, 

serta menilai peluang. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah 

perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian 

yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, 

keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya 

tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. 
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 Panduan yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistematis dan 

terdokumentasi terhadap berbagai aspek dari suatu organisasi atau proses 

tertentu disebut format audit atau dapat disebut audit internal. Audit 

merupakan upaya menemukan ketidaksesuaian dalam sistem untuk 

mengatur efektifitas pelaksanaan sistem manajemen, diantaranya melalui 

audit internal. Dalam konteks Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 

(SMKK) format audit membantu memastikan bahwa semua aspek dari SMKK 

sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permen 

PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Dengan demikian, perusahaan dapat 

memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan hukum dan 

standar keselamatan yang berlaku.  

 Format audit adalah proses sistematis untuk mengimplemetasi sistem 

manajemen K3 yang sudah ada di perusahaan berupa sebuah dokumen 

formulir yang digunakan untuk menilai komitmen perusahaan dalam 

penerapan K3. Dalam dokumennya terdapat 86 kriteria sebagai pedoman 

kesesuaian aturan yang telah diterapkan oleh perusahaan konstruksi. 

Kriteria-kriteria tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk 

melakukan penelitian berupa checklist tabel observasi terhadap kebijakan 

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dengan melihat 

seberapa tinggi kesesuaian keselamatan konstruksi pada pekerjaan 

konstruksi yang dikerjakan terhadap pembangunan konstruksi, serta sejauh 

mana penerapan SMKK berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 

pada proyek konstruksi.  

 Studi kasus diambil pada Proyek Pembangunan Gedung Labor dan Lokal 

Kuliah Jurusan Seni Rupa (FBS) di Universitas Negeri Padang, yang dikelola 

oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) menjadi contoh nyata dalam 

penelitian ini. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp. 29.997.600.00,- 

(incl.PPN) dengan sumber dana dari Rencana kerja dan Anggaran Tahunan 

(RKAT). Proyek gedung perkuliahan memiliki tuntutan khusus karena selain 
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berfungsi sebagai fasilitas pendidikan, pelaksanaan gedung ini juga harus 

memenuhi standar keselamatan dan keberlanjutan jangka panjang.  

 Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan pada tanggal 4 Juli 

2024 penulis melakukan wawancara dengan ahli K3 di lapangan. Hasil 

wawancara tersebut diketahui bahwa pada proyek pembangunan ini telah 

menerapkan prosedur peraturan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. 

Namun, observasi yang dilakukan di lapangan ditemukan pekerja yang tidak 

memakai alat pelindung diri (APD) yang lengkap sesuai tertera dalam kriteria 

prosedur penilaian lembar SMKK, seperti pekerja yang tidak memakai sarung 

tangan saat pekerjaan pembesian, pekerja yang tidak memakai full body 

harness pada pekerjaan ketinggian, dan pekerja yang tidak memakai 

kacamata pelindung saat melakukan pemotongan besi.  

 Kendala-kendala tersebut biasanya muncul karena kurangnya 

pengawasan operasional, pelatihan kepada pekerja, dan pemantauan 

kondisi lingkungan kerja belum diterapkan sepenuhnya. Selain itu, 

kurangnya pemahaman dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur 

keselamatan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja, yang 

berpotensi mengganggu kelancaran proyek serta menambah biaya dan 

waktu pelaksanaan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk mencari 

tahu lebih lanjut mengenai sejauh mana penerapan SMKK terhadap 

pelaksanaan konstruksi yang diterapkan sesuai peraturan yang berlaku 

(Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021). Penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan maupun pertimbangan dalam penerapan kebijakan SMKK 

dalam proyek konstrusi, sehingga kebijakan yang diterapkan pada proyek 

konstruksi tepat sasaran dan mampu menekan risiko kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja. Meskipun kebijakan SMKK telah ada dan ditetapkan 

pada suatu proyek konstruksi, penerapannya masih perlu dibenahi untuk 

mencapai tujuan yang ditargetkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

penulis mengangkat topik ini dengan judul “Implementasi Sistem 
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Manajemen Keselamatan Konstruksi Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 

Tahun 2021 Pada Pelaksanaan Proyek Gedung Perkuliahan”. 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penyusunan tugas akhir dari penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan proyek konstruksi dapat 

memberikan kepastian bahwa kinerjanya akan terus memenuhi persyaratan 

hukum dan kebijakan yang berlaku serta untuk membantu pencapaian nihil 

kecelakaan (zero accident) dan nihil kerugian yang sangat menentukan 

keberhasilan proyek konstruksi berdasarkan Peraturan Mentri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian pada tugas akhir ini adalah 

agar dapat memberikan wawasan kepada seluruh pihak tentang: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang penerapan SMKK pada 

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Labor dan Lokal Kuliah Jurusan 

Seni Rupa (FBS). 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebagai 

pedoman tentang evaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan 

konstruksi pada pembangunan gedung berdasarkan form audit yang 

telah diterapkan oleh Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. 

C. Batasan Masalah 

 Agar tugas akhir ini dapat terarah dengan baik, maka perlu batasan 

masalah agar sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Masalah yang 

dibahas pada tugas akhir ini terkait: 

1. Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Labor dan 

Lokal Kuliah Jurusan Seni Rupa (FBS) di Universitas Negeri Padang. 
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2. Penelitian ini membahas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi (SMKK) berdasarkan Peraturan Mentri PUPR Nomor 10 tahun 

2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. 

3. Penelitian ini mengkaji kesesuaian penerapan aturan terhadap elemen 

lembaran pemerikasaan SMKK serta evaluasi keselamatan konstruksi 

dengan melakukan format checklist dan observasi. 

D. Spesifikasi Teknis 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknis yang meliputi hal-hal 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk 

mengetahui nilai penerapan K3 melalui pengamatan berdasarkan 

lampiran format audit pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. 

2. Standar acuan yang digunakan adalah kriteria elemen lembar 

pemerikasaan SMKK serta pemantauan dan evaluasi keselamatan 

konstruksi.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kecelakaan Kerja 

1. Pengertian Kecelakaan Kerja 

  Kecelakaan adalah semua kejadian yang tidak direncanakan  yang 

menyebabkan atau berpotensial menyebabkan cidera, kesakitan, 

kerusakan, atau kerugian lainnya (Standar AS/NZS 4801:2001). Sedangkan 

definisi kecelakaan kerja menurut OHSAS 18001:2007 adalah kejadian 

yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cidera 

atau kesakitan (tergantung dari keparahannya) kejadian kematian atau 

kejadian yang dapat menyebabkan kematian. 

  Menururt Abdul Hamid et al. menyatakan bahwa kecelakaan kerja 

di proyek konstruksi dapat dibagi menjadi dua kategori utama: bahaya 

cedera fisik dan bahaya kesehatan. Bahaya cedera fisik sering kali bersifat 

fatal atau non-fatal dan umumnya disebabkan oleh proses konstruksi 

serta penggunaan peralatan yang tidak aman. Bahaya kesehatan meliputi 

bahaya kimia, fisik, dan biologis yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor 

seperti kebisingan, getaran, kondisi pencahayaan, radiasi, dan suhu 

ekstrem. 

  Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan, 

tidak terkendali, dan tidak dikehendaki (unplanned, uncontrolled, and 

undesired) pada saat bekerja, yang disebabkan, baik secara langsung atau 

tidak langsung, oleh tindakan tidak aman dan atau kondisi tidak aman, 

sehingga terhentinya kegiatan kerja (Kristiawan & Abdullah, 2020). Secara 

umum kecelakaan disebabkan oleh unsafe action (faktor manusia) dan 

unsafe condition (faktor lingkungan) (Mansur, 2019). 

  Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga, 

tidak terencana, tidak dikehendaki dan tidak diinginkan yang terjadi di 
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tempat kerja atau dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan 

cedera, penyakit, atau bahkan kematian bagi pekerja. Kecelakaan kerja 

bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan kerja 

yang tidak aman, kelalaian pekerja, kurangnya pelatihan atau 

pengetahuan tentang prosedur keselamatan, serta kegagalan peralatan 

atau mesin. 

2. Klasifikasi Kecelakaan Kerja 

  Berikut beberapa klasifikasi kecelakaan kerja menurut 

International Labour Organization (ILO) (dalam Sari,2017:7-8): 

a. Klasifikasi menurut jenis kecelakaannya. 

 Kecelakaan yang terjadi diantaranya, seperti terjatuh, tertimpa 

benda jatuh, terkena berbagai jenis benda, terjepit oleh benda, 

gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena 

arus listrik, kontak dengan bahan yang berbahaya atau radiasi dan 

berbagai jenis lainnya. 

b. Klasifikasi menurut penyebab kecalakaannya. 

 Kecelakaan yang terjadi diantaranya, seperti kecelakaan yang 

disebabkan oleh mesin, alat angkut dan alat angkat, peralatan lain, 

berbagai jenis bahan, zat radiasi dan lingkungan kerja. 

c. Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan. 

 Kecelakaan yang terjadi diantaranya, seperti patah tulang, 

keseleo, regang otot atau urat, memar luka dalam, amputasi, jenis 

luka lainnya, luka dipermukaan, gegar dan remuk, luka bakar, 

berbagai macam keracunan mendadak (akut), mati lemas, pengaruh 

arus listrik, pengaruh radiasi. 

d. Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka di tubuh. 

 Kecelakaan yang terjadi diantaranya, seperti bagian kepala, leher, 

badan, anggota atas, anggota bawah. 
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  Berikut klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan tingkat 

keparahannya (Alexander,2019:12-13): 

a. Fatal/Meninggal 

 Kecelakaan yang terjadi dapat menyebabkan kematian dan tidak 

adanya tenggang waktu antara terjadinya kecelakaan dengan waktu 

meninggalnya korban. 

b. Berat 

 Kecelakaan yang terjadi dapat menyebabkan kegagalan fungsi 

tubuh seperti patah tulang hingga amputasi. 

c. Sedang 

 Untuk kecelakaan kerja sedang, korban membutuhkan 

pengobatan dan istirahat selama 2 hari atau lebih. Kecelakaan ini 

seperti terjepit, luka bakar, atau luka sampai robek. 

d. Ringan 

 Untuk kecelakaan kerja ringan, korban mendapatkan pengobatan 

di hari kecelakaan dan dapat langsung kembali bekerja. Serta tidak 

membutuhkan istirahat lebih dari 2 hari. Kecelakaan ini seperti 

terpeleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh dan terkilir. 

  Jadi dapat disimpulkan, klasifikasi kecelakaan kerja dapat ditinjau 

berdasarkan jenis kecelakaan, penyebab kecelakaan, sifat luka atau 

kelainan, letak luka atau kelainan ditubuh dan tingkat keparahan. 

Kecelakaan kerja dapat menyebabkan luka ringan hingga kematian, maka 

sangat diperlukan penerapan K3 di lingkungan kerja. 
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3. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja 

  (Anwar et al., 2018) Penyebab kecelakaan kerja digolongkan 

menjadi dua yaitu: 

a. Unsafe Action 

 Unsafe action merupakan tindakan atau perbuatan manusia yang 

tidak mematuhi azas keselamatan. Beberapa contoh perilaku unsafe 

action yaitu:  

1) Tidak menggunakan APD saat bekerja. 

2) Bekerja sambil bercanda dan bersenda gurau. 

3) Mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilan. 

4) Tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik. 

b. Unsafe Condition 

 Unsafe condition merupakan keadaan lingkungan tempat kerja 

yang tidak aman. Beberapa contoh perilaku unsafe condition yaitu: 

1) Keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi standar. 

2) APD yang tidak sesuai standar. 

3) Jam kerja yang terlalu berlebihan. 

4. Tingkat Kasus Kecelakaan Kerja 

  Mengacu pada laporan tahunan Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) 

terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya. 

Pada 2019 telah terjadi sebanyak 182.835 kasus kecelakaan kerja, 2020 

sebanyak 221.740 kasus kecelakaan kerja, 2021 sebanyak 234.270 kasus 

kecelakaan kerja, 2022 sebanyak 265.334 kasus kecelakaan kerja, dan 

semakin meningkat pada tahun 2023 sebanyak 370.747 kasus kecelakaan 

kerja.  
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B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 

1. Definisi Keselamatan Konstruksi 

  Keselamatan konstruksi merupakan salah satu faktor yang paling 

penting dalam menunjang tercapainya tujuan suatu proyek. Keselamatan 

konstruksi adalah kegiatan yang mendukung pekerjaan konstruksi dalam 

mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan yang menjamin keselamatan orang yang bekerja (safe for 

people) di proyek konstruksi, keselamatan masyarakat (safe for public) 

akibat pelaksanaan proyek konstruksi, keselamatan properti (safe for 

property) yang digunakan untuk pelaksanaan proyek konstruksi, serta 

keselamatan lingkungan (safe for environment) di lokasi proyek konstruksi 

dilaksanakan (Suraji dan Endroyo, 2009). 

  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada 

umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan 

sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu 

pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Armanda, 2006). 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hak dasar bagi tenaga 

kerja dimana salah satu tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Prabowo, 2019).  

  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran 

dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani 

maupun rohani tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada 

umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan 

makmur. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak selalu 

membicarakan masalah keamanan fisik dari para pekerja tetapi 

menyangkut berbagai unsur dan pihak.  
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  Menurut Kusmawan, Keselamatan Kerja adalah suatu keadaan 

yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di 

tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan-bahan, mesin-mesin 

dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun 

menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. 

2. Tujuan dan Syarat Keselamatan Kerja 

a. Tujuan Keselamatan Kerja 

 Tujuan utama dibentuknya manajemen K3 adalah untuk 

mengurangi bahkan menghilangkan risiko akan kecelakaan kerja yang 

dialami pekerja dan untuk mengelola aktivitas organisasi demi 

tercapainya keselamatan dan memberikan kenyamanan kerja 

sehingga akan memudahkan tercapainya tujuan organisasi (Devi, 

2022). Untuk melaksanakan standarisasi K3 yang tepat maka 

perusahaan harus memahami syarat-syarat pelaksanaan K3. 

Beberapa syarat ini seperti; 1) Pembinaan K3, kegiatan ini berupa 

sosialisasi K3 bagi semua pekerja di seluruh tingkatan jabatan. 2) 

Kondisi fisik lingkungan kerja, meliputi ruang tertutup maupun 

terbuka tempat pekerja bekerja. 3) Proses kerja, meliputi seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan dan harus disesuaikan dengan 

pengetahuan pekerjanya. 4) Alat-alat Pelindung Diri (APD), bagi 

setiap tenaga kerja terutama mereka yang bekerja dilapangan 

penggunaan APD sangat penting untuk melindung diri dari berbagai 

bahaya atau risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung 

(Atmaja, 2018). 

b. Syarat-Syarat Keselamatan Kerja 

 Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja menetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang 

harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai upaya untuk memberikan 

perlindungan di lingkungan kerja, di antaranya sebagai berikut : 
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1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 

2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. 

3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 

4) Memberi jalur evakuasi keadaan darurat. 

5) Memberi P3K Kecelakaan Kerja. 

6) Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja. 

7) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, 

kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan 

dan getaran. 

8) Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan 

keracunan 

9) Penerangan yang cukup dan sesuai. 

10) Suhu dan kelembaban udara yang baik. 

11) Menyediakan ventilasi yang cukup. 

12) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban. 

13) Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses 

kerja. 

14) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, 

binatang, tanaman dan barang. 

15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 

16) Mengamankan dan memperlancar bongkar muat perlakuan dan 

penyimpanan barang 

17) Mencegah terkena aliran listrik berbahaya. 

18) Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan 

yang resikonya bertambah tinggi. 

3. Keselamatan Kerja Proyek Konstruksi 

  Menurut Suraji dan Endroyo (2009), adapun hal-hal yang harus 

diperhatikan untuk menjaga keselamatan konstruksi pada proyek 

konstruksi adalah sebagai berikut: 
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a. Keselamatan dan Kesehatan Pekerja (Safe for People) 

Hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja 

proyek adalah sebagai berikut: 

1) Pelindung Kepala 

 Dengan menggunakan perlindungan kepala dengan benar, 

dapat membantu mencegah, ketidaknyamanan, banyak luka 

bahkan kematian. Cedera kepala dapat dicegah dengan 

mengenakan helm pengaman. Helm pengaman dirancang untuk 

mencegah bahan jatuh yang dapat merusak otak. Helm juga 

dapat mencegah banyak cedera kepala ringan dari gundukan dan 

goresan yang terjadi di tempat kerja. 

2) Pelindung Mata 

 Hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan 

perlindungan mata adalah sebagai berikut:  

a) Menggunakan alat pelindung mata dengan cara pemakaian 

yang tepat. 

b) Alat pelindung mata harus bersih. 

c) Alat pelindung tidak boleh longgar saat pemakaian. 

d) Menggunakan alat pelindung sesuai dengan jenis item 

pekerjaan. 

e) Pekerjaan yang berbahaya terhadap mata, seperti 

pengelasan, pemotongan, dan gerinda harus menggunakan 

pelindung mata yang sesuai. 

f) Pekerjaan pemotongan tiang pancang harus menggunakan 

pelindung mata. 

3) Pelindung Telinga 

 Kebisingan yang terjadi akibat pabrik atau alat-alat dapat 

menyebabkan hilangnya progresif dan irreversible dari 

pendengaran, karena itu harus diperhatikan guna untuk 

produktifitas pekerjaan. 
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4) Pelindung Tangan 

 Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan 

perlindungan tangan adalah sebagai berikut:  

a) Pemakaian sarung tangan digunakan sebaiknya di setiap 

pekerjaan.  

b) Perlindungan tangan atau sarung tangan harus bersih setiap 

awal pemakaian. 

c) Menggunakan perlindungan tangan yang pas, tidak terlalu 

ketat ataupun longgar.  

d) Pekerjaan yang lebih kasar, seperti tukang besi, baja, 

bekisting, penanganan tali baja, kawat, dll, harus 

menggunakan sarung tangan kombinasi 

5) Pelindung Kaki 

 Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan 

perlindungan kaki adalah dengan menggunakan sepatu khusus 

dalam tiap-tiap item pekerjaan. Seperti menggunakan sepatu 

karet dalam pekerjaan galian dan pengecoran dan menggunakan 

sepatu dengan pelindung jari yang terbuat dari baja, dan anti 

tergelincir. 

b. Keselamatan Masyarakat (Safe for Public) 

Sebagai penyedia jasa konstruksi hal yang perlu diperhatikan 

adalah menjaga keselamatan masyarakat di lokasi proyek 

dilaksanakan seperti:  

1) Menjaga kondisi lingkungan serta memberikan peringatan atau 

tanda bahaya di lokasi proyek konstruksi yang dilalui oleh 

masyarakat.  

2) Adanya rekayasa lalu lintas selama proyek berlangsung agar lalu 

lintas tetap berjalan dengan semestinya.  

3) Adanya flagman agar kondisi lalu lintas tetap terjaga dengan 

baik.  
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4) Memperhatikan alat yang akan digunakan agar tidak 

mengganggu masyarakat di sekitar proyek konstruksi.  

5) Membersihkan sisa-sisa material yang memungkinkan dapat 

membahayakan masyarakat di sekitar proyek konstruksi. Hal ini 

untuk mengurangi kecelakaan di lingkungan proyek konstruksi. 

c. Keselamatan Properti (Safe for Property) 

Properti yang dimaksud adalah properti menyangkut tentang 

fasilitas, material, alat pada pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa 

konstruksi perlu memperhatikan properti di dalam lingkungan proyek 

konstruksi, seperti:  

1) Melakukan pengecekan alat yang digunakan, apakah alat 

tersebut masih layak untuk digunakan atau sudah layak ganti. 

2) Melakukan pengelompokan material berdasarkan sifatnya 

dengan memperhatikan apakah material tersebut mudah 

terbakar atau mudah hancur. Hal ini untuk menghindari 

terjadinya kebakaran atau ledakan di lokasi proyek konstruksi. 

3) Memperhatikan pekerjaan mobilisasi proyek konstruksi. 

d. Keselamatan Lingkungan (Safe for Environment) 

Penyedia jasa konstruksi juga harus memperhatikan kondisi 

lingkungan proyek konstruksi. Hal ini dilakukan untuk melindungi 

para pekerja dan masyarakat yang berada di lokasi sekitar proyek 

konstruksi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kinerja para 

pekerja. Lingkungan di luar zona konstruksi yang langsung 

berinteraksi dengan masyarakat umum juga harus diperhatikan 

seperti:  

1) Memperhatikan keluar-masuknya kendaraan proyek. 

2) Memperhatikan sisa-sisa material yang berbahaya. 

3) Memperhatikan kebisingan yang ditimbulkan akibat adanya 

pekerjaan proyek konstruksi. 

4) Abu yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan proyek konstruksi. 
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4. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

adalah undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Republik 

Indonesia untuk melindungi keselamatan pekerja di Indonesia. 

Undang-Undang ini mencakup defenisi, tujuan dan prinsip dasar 

keselamatan kerja. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang pembinaan pasal 9 

yakni pengurus diwajibkan menunjukkan dan menejelaskan pada 

tenaga kerja baru tentang: kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serat 

yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;  semua pengamanan dan 

alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; alat-

alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; cara-cara 

dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaanya.  

Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap pekerja berhak 

mendapat perlindungana atas keselamatannya saat bekerja untuk 

meningkatkan kesejateraan hidup dan meningkatkan produksi dan 

produktivitas nasional. Selain itu, undang-undang ini menetapkan 

bahwa setiap orang lain yang bekerja ditempat kerja juga berhak 

mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Undang-undang ini 

juga menetapkan bahwa setiap sumber produksi harus digunakan 

secara efisien. 

b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat SMK3 

adalah sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara 

keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan 

dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, 

efisien dan produktif. 
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Selain berperan dalam memperbaiki kondisi kerja dan memastikan 

kesejahteraan pekerja, penerapan K3 yang baik juga berperan dalam 

menurunkan angka kesakitan, kecacatan, kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja. SMK3 menyajikan kerangka kerja dalam memahami dan 

mengendalikan risiko di tempat kerja dengan cara menghilangkan 

maupun meminimalkan risiko melalui langkah-langkah pencegahan 

dan perlindungan yang efektif, serta bagaimana memanfaatkan 

peluang K3 untuk mencegah terjadinya cedera yang berkaitan 

dengan pekerjaan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan 

sehat. Penerapan SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2012 antara lain: 

1) Penetapan kebijakan K3  

 Penyususan kebijakan K3 melalui:  

a) Tinjauan awal kondisi K3  

(1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian 

risiko. 

(2) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan. 

(3) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian 

sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan. 

(4) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang 

disediakan. 

b) Konsultasi pengurus dan pekerja Kebijakan K3 

disosialisasikan ke seluruh tenaga kerja, tamu, dan pengguna 

ruang.  

2) Perencanaan K3  

a) Menyusun rencana dengan mempertimbangkan hasil 

pengamatan awal yang setidaknya memuat tujuan dan 

sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, 

penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, 

indikator pencapaian dan sistem pertanggungjawaban. 
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b) Melakukan Hazard Identification, Risk Assesment, and Risk 

Control (HIRARC). 

c) Regulasi yang berlaku dan ketersedian sumber daya. 

3) Pelaksanaan rencana K3  

a) Menyediakan sumber daya manusia (SDM) K3, seperti P2K3, 

ahli K3, ahli K3 Konstruksi (Muda, Madya, Utama) 

b) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti 

prosedur kerja, instruksi kerja, APAR, APD, dan kotak P3K. 

4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 

 Melakukan pemantauan dan evaluasi K3 melalui 

pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3. 

Hasil pemantauan dan evaluasi ini selanjutnya akan digunakan 

sebagai acuan dalam melakukan tindakan perbaikan.  

5) Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 Tinjauan ulang 

penerapan SMK3, meliputi: 

a) Evaluasi terhadap kebijakan K3. 

b) Tujuan, sasaran dan kinerja K3. 

c) Hasil temuan audit SMK3. 

d) Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk 

pengembangan SMK3. 

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

10 Tahun 2021 

Pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

nomor 10 tahun 2021 berisikan tentang pedoman sistem manajemen 

keselamatan konstruksi, yang dibuat oleh pemerintah untuk 

melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar 

keselamatan, kesehatan, seta memperhatikan aspek keamanan 

konstruksi. Dibuatnya peraturan ini bertujuan agar sistem 

manajemen keselamatan konstruksi yang diterapkan, dapat 

menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman untuk 
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meningkatkan produktivitas kerja. Serta melengkapi dari peraturan 

sebelumnya agar dapat meningkatkan efektivitas perlindungan 

kesehatan dan keselamatan kerja yang terencana, terstruktur, dan 

terpadu. Serta mencegah pada kecelakaan kerja. Peraturan menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.10 Tahun 2021 memiliki 

5 elemen yang terdapat pada RKK pasal (6) nomor 2 sub lampiran K 

yaitu: 

1) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan 

konstruksi.  

2) Perencanaan keselamatan konstruksi  

3) Dukungan keselamatan konstruksi  

4) Operasi keselamatan konstruksi  

5) Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. 

C. Peralatan Keselamatan 

1. Alat Pelindung Diri (APD) 

Alat pelindung diri atau disingkat APD adalah suatu alat yang 

mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dan mengisolasi 

sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. 

Penyedia jasa konstruksi wajib menyediakan APD bagi pekerja secara 

cuma-cuma yang tentunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) atau standar yang berlaku. APD ini juga berfungsi untuk mengurangi 

angka kecelakaan yang terjadi yang akibatnya dapat menimbulkan 

kerugian, cedera bahkan korban jiwa (PERMENNAKER/08/MEN/VII/2010). 

Anizar (2009) menyatakan alat pelindung diri adalah suatu kewajiban 

di mana biasanya para pekerja atau buruh yang bekerja disuatu 

konstruksi diwajibkan menggunakannya. Kewajiban tersebut sudah 

disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik 

Indonesia. Alat-alat demikian harus memenuhi persyaratan tidak 
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mengganggu kerja dan memberikan perlindungan efektif terhadap jenis 

bahaya. 

Irzal (2016), mengemukakan syarat-syarat Alat Pelindung Diri (APD), 

yaitu: 

a. Pakaian kerja tidak mengakibatkan bahaya lain. Misal lengan baju 

atau ada kain yang terlalu lepas dan akan sangat mungkin terkena 

mesin.  

b. Bahan pakaian harus mempunyai derajat resistensi yang cukup untuk 

panas dan suhu. 

c. Pakaian kerja harus dirancang untuk menghindari partikel-partikel 

panas terkait di celana, masuk di kantong atau terselip di 

lipatanlipatan pakaian.  

d. Harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang 

dihadapi tenaga kerja atau sesuai sumber bahaya yang ada.  

e. Tidak mudah rusak. 

f. Tidak mengganggu aktifitas pemakai. 

g. Mudah dipeoleh di pasaran. 

h. Memenuhi syarat spesifikasi lain dan nyaman dipakai 

2. Alat Pelindung Diri (APD) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung 

Diri, APD disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan potensi bahaya yang 

dapat terjadi dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. APD 

terdiri dari: 

a. Alat Pelindung Kepala (Safety Helmet) 

 Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari 

benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda 

keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi 

panas, api, percikan bahan-bahan kimia, dan suhu yang ekstrim.  

 Adapun persyaratan dari pelindung kepala adalah sebagai berikut: 
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1) Helm proyek harus berstandar ANSI Z.89.1-2014 atau minimal 

standar SNI atau MSA Import. 

2) Model helm adalah V-Guard dan dilengkapi dengan tali dagu 

karet serta model otomatis untuk mengencangkan suspensi 

helm. 

3) Helm dilarang untuk dicat (karena akan bersenyawa dangan cat) 

dan dilarang ditulis dengan spidol. 

4) Masa pakai helm paling lama adalah 5 tahun setelah itu harus 

diganti baru. 

5) Cek kondisi helm minimal setiap 2 minggu sekali, ganti bila cacat 

atau rusak. 

 

Gambar 2. Alat Pelindung Kepala (Safety Helmet) 
(Sumber: SCBD, 2017) 

b. Alat Pelindung Mata dan Muka (Eye and Face Protection) 

 Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang 

berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia 

berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di 

badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi 

gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak 

mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau 

benda tajam.  

 Adapun persyaratan dari pelindung mata adalah sebagai berikut: 

1) Pelindung standar adalah kacamata pengaman Kings KY1151 

sesuai standar ANSI Z.87.1-2010. 

2) Pekerjaan yang berbahaya terhadap mata, seperti pengelasan, 

pemotongan, dan gerinda harus menggunakan pelindung mata 

yang sesuai. 
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3) Pekerjaan pemotongan tiang pancang harus menggunakan 

pelindung mata. 

 
Kacamata Pengaman Kings 

 
Safety Goggles 

 

Gambar 3. Alat Pelindung Mata (Eye Protection) 
(Sumber: SCBD, 2017) 

 Adapun persyaratan dari pelindung muka adalah sebagai berikut: 

1) Pekerjaan yang spesifik membahayakan muka pekerja (pekerjaan 

pengelasan, pemotongan, gerinda, dll) harus menggunakan 

pelindung muka sesuai standar ANSI Z.87.1-2010. 

2) Pekerjaan pengelasan dan pemotongan baik dengan trafo las 

maupun las potong harus menggunakan masker pengelasan. 

3) Pekerjaan gerinda dan alat portabel yang berputar lainnya 

(mesin senai, sekop, dll.) pada area terbuka harus menggunakan 

tameng wajah yang dikombinasikan dengan helm sedangkan 

pekerjaan di bengkel kerja dapat menggunakan tameng wajah 

biasa.  

4) Cek APD sebelum digunakan, jangan menggunakan APD yang 

rusak. 

 
Masker Pengelasan 

 
 

 
Tameng Wajah Dengan 

Kombinasi Helm 
 

 
Tameng Wajah 

 

Gambar 4. Alat Pelindung Muka (Face Protection) 
(Sumber: SCBD, 2017) 

c. Alat Pelindung Telinga (Hearing Protection) 

 Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk 

melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. 
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Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan 

penutup telinga (ear muff). 

 Adapun persyaratan dari pelindung telinga adalah sebagai berikut: 

1) Jika bekerja pada level bising di atas 85 dB untuk pemajanan 

selama 8 jam harus menggunakan pelindung telinga (sumbat 

telinga atau penutup telinga). 

2) Sumbat telinga (ear plug) harus terbuat dari bahan karet arau 

plastik lunak dan harus dapat mereduksi bising X-85 dB (X adalah 

intensitas bising yang diterima pekerja). 

3) Penutup telinga (ear muff) adalah penutup seluruh telinga yang 

dapat mereduksi bising sebesar 35-45 dB. 

 
Sumbat Telinga (Ear Plug) 

 
Penutup Telinga (Ear Muff) 

 

Gambar 5. Alat Pelindung Telinga (Hearing Protection) 
 (Sumber: SCBD, 2017)  

d. Alat Pelindung Pernafasan (Respiratory Protection) 

 Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat 

pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan 

dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau 

menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang 

berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/fume, dan sebagainya. 

 Adapun persyaratan dari pelindung pernafasan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pekerjaan yang berpotensi terpajan debu, asap, uap atau gas 

harus menggunakan pelindung pernapasan. 

2) Masker dan respirator harus digunakan disesuaikan dengan 

pekerjaan dan potensi kontaminasi atau gangguan pernapasan. 
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3) Untuk pelindung debu dapat digunakan masker sekali pakai yang 

terbuat dari katun, kertas atau kasa. 

4) Untuk pelindung gas, uap dan asap harus menggunakan 

respirator dengan penyaring yang sesuai. 

5) Pada pekerjaan di ruang terbatas atau area yang terkontaminasi 

gas harus menggunakan SCBA (alat bantu pernapasan). 

 
Masker Katun 

 
Respirator 

 
SCBA (Alat Bantu 

Pernafasan) 

Gambar 6. Alat Pelindung Pernafasan (Respiratory Protection) 
(Sumber: SCBD, 2017) 

e. Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 

 Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang 

berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan 

api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi 

mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, 

terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik. 

 Adapun persyaratan dari pelindung tangan adalah sebagai berikut: 

1) Semua pekerja harus menggunakan sarung tangan sesuai standar 

SNI-06-0652-2015. 

2) Pekerja pada umumnya harus menggunakan sarung tangan 

katun min.8 benang. 

3) Pekerjaan yang lebih kasar, seperti tukang besi, baja, bekisting, 

penanganan tali baja, kawat, dll, harus menggunakan sarung 

tangan kombinasi. 

4) Pekerjaan pengelasan, pemotongan dan gerinda harus 

menggunakan sarung tangan kulit. 

5) Pekerjaan dengan bahan kimia dan beracun harus menggunakan 

sarung tangan tahan kimia (bahan vynil, PVC, nitril, dll). 



27 
 

 

 
 
 

6) Teknisi listrik harus menggunakan sarung tangan tahan listrik 

minimal 5KV. 

7) Cek kondisi sarung tangan setiap akan digunakan, ganti bila cacat 

atau rusak. 

 
Sarung Tangan Katun 

 
Sarung Tangan Kombinasi 

 
Sarung Tangan Kulit 

 
Sarung Tangan Tahan Kimia 

 
Sarung Tangan Tahan Listrik 

 

Gambar 7. Alat Pelindung Tangan (Hand Protection) 
(Sumber: SCBD, 2017) 

f. Alat Pelindung Kaki (Foot Protection) 

 Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa 

atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, 

terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang 

ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir. 

 Adapun persyaratan dari pelindung kaki adalah sebagai berikut: 

1) Sepatu keselamatan harus standar ANSI Z.41-1999 atau minimal 

standar SNI 7079-2009 dan SNI 0111-2009.  

2) Sepatu untuk pekerjaan galian dan pengecoran dapat digunakan 

sepatu karet biasa. 

3) Sepatu untuk pekerjaan konstruksi lain harus menggunakan 

sepatu dengan pelindung jari yang terbuat dari baja, dan anti 

tergelincir. 

4) Catat tanggal pembelian pada buku catatan.  
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5) Masa pakai sepatu paling lama adalah 3 tahun, setelah itu harus 

diganti baru. 

 
Sepatu Biasa 

 

 
Sepatu Karet Dengan Ujung Besi 

 

Gambar 8. Alat Pelindung Kaki (Foot Protection) 
(Sumber: SCBD, 2017) 

g. Pakaian Pelindung (Body Protection) 

 Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian 

atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin 

yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan 

bahanbahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan 

(impact) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, 

binatang, mikroorganisme patogen dari manusia, binatang, 

tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur. Jenis 

pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek 

(Apron/Coveralls), jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi 

sebagian atau seluruh bagian badan. 

 Adapun persyaratan dari pakaian pelindung, sebagai berikut: 

1) Semua pekerja dan orang yang memasuki proyek harus 

menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang yang 

baik, tidak robek atau bolong-bolong. 

2) Pelindung lengan dari kulit atau pakaian pelindung tahan api 

harus dipakai pada pekerjaan pengelasan, pemotongan atau 

gerinda bila diperlukan. 

3) Pada saat hujan, pekerja harus menggunakan jas hujan 
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Baju Safety 

 
Baju Pelindung Tahan Api 

 
Jas Hujan 

Gambar 9. Pakaian Pelindung (Body Protection) 
(Sumber: SCBD, 2017) 

h. Alat Pelindung Jatuh dari Ketinggian 

 Alat pelindung jatuh berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak 

masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga 

pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan 

miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja 

jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar. Jenis alat pelindung 

jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (harness), 

karabiner, tali koneksi (lanyard), tali pengaman (safety rope), alat 

penjepit tali (rope clamp), alat penurun (decender), alat penahan 

jatuh bergerak (mobile fall arrester), dan lain-lain. 

Adapun persyaratan dari pelindung jatuh dari ketinggian adalah 

sebagai berikut: 

1) Sabuk pengaman tubuh dan sabuk keselamatan yang digunakan 

harus memenuhi standar ANSI Z.359.1-2016 atau standar SNI. 

2) Kait yang digunakan untuk sabuk pengaman tubuh atau sabuk 

keselamatan harus menggunakan kait yang besar. 

3) Penggunaan sabuk pengaman tubuh dan sabuk keselamatan. 

4) Panjang tali koneksi tidak boleh lebih dari 1,7 m. 

5) Setiap pekerjaan diketinggian lebih dari 1,8 m harus 

menggunakan sabuk pengaman tubuh dan pengait dikaitkan 

minimal harus diatas pinggang. 

6) Setiap pekerjaan di ketinggian harus terpasang tali keselamatan 

horizontal dari pipa galvanis atau tali bantu angkat (tali baja atau 

tali serat) diameter 8 mm untuk mengaitkan kait pada sabuk 

pengaman tubuh. 
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7) Bila menggunakan tali bantu angkat, 1 tali bantu angkat dilarang 

digunakan untuk 2 sabuk pengaman tubuh. 

8) Tali keselamatan vertikal untuk operator kran menara atau 

gondola atau pekerjaan struktur baja, sabuk pengaman tubuh 

harus dikaitkan menggunakan kelengkapan untuk turun dari 

ketinggian dengan tali yang terdiri dari karmantel statis diameter 

minimum 8 mm, karabiner dan pemberhentian otomatis. 

9) Pengait sabuk keselamatan pada penggunaan seperti gambar 

harus dikaitkan pada angkur atau bagian struktur bangunan yang 

kuat. 

 
Sabuk Pengaman Tubuh 

 
Karabinar 

 
Tali Serat 

 
Alat Pemberhentian Otomatis 

 

Gambar 10. Alat Pelindung Jatuh dari Ketinggian 
(Sumber: SCBD, 2017) 

i. Seragam Kerja dan Kartu Identitas 

 Semua pekerja harus menggunakan seragam kerja yang rapi dan 

rompi reflektif, seragam yang digunakan harus memantulkan cahaya 

agar dapat juga digunakan saat pekerjaan malam untuk mengetahui 

keberadaan seseorang, serta kartu identitas harus dipakai selama 

berada di lokasi proyek. 

 
Gambar 11. Seragam Kerja dan Kartu Identitas 

(Sumber: SCBD, 2017) 
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3. Alat Pelindung Kerja (APK) 

Alat pelindung kerja (APK) adalah semua alat yang digunakan untuk 

melindungi pekerja dari bahaya ketika mereka bekerja pada pekerjaan 

yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja atau masalah kesehatan 

kerja maksudnya menciptakan lingkungan kerja yang aman (safe 

environment), antara lain: 

a. Jaring Pengaman (Safety Net) 

 Selama proyek pembangunan gedung bertingkat tinggi, diperlukan 

pengamanan tambahan untuk mencegah kecelakaan kerja dan 

mengganggu atau membahayakan aktivitas masyarakat di sekitar. 

Karena itu, jaring pengaman dipasang untuk melindungi pengeman di 

luar gedung dari bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, 

baik dipasang secara vertikal maupun horizontal. 

 
 

 
Gambar 12. Jaring Pengaman (Safety Net) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024 

b. Tali Keselamatan (Life Line) 

 Salah satu bagian dari sistem perlindungan keselamatan kerja 

adalah Tali Keselamatan (life Line), yang merupakan alat yang 

berfungsi sebagai pengaman perlindungan jauh. Alat ini terdiri dari 

pagar terbuka yang terdiri dari kawat dan tiang yang sudah 
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diamankan di sekitar area untuk mencegah pekerja jatuh secara tidak 

sengaja. 

 
Gambar 13. Tali Keselamatan (Life Line) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024) 

c. Penahan Jatuh (Safety Deck) 

 Jika terjadi tarikan tiba-tiba, penahan jatuh (Safety Deck) akan 

menarik dan mengunci tubuh. Karena itu, alat ini harus dipasang 

dalam posisi tegak.  

d. Pagar Pengaman (Guard Railing) 

 Pagar pengaman dipasang untuk memperingatkan pengemudi 

akan adanya bahaya (jurang) dan melindungi mereka dari terperosok 

ke dalam jurang.  

e. Tali Pembatas (Safety Line) 

 Safety line adalah tali berwarna digunakan untuk membatasi suatu 

area dengan tujuan tertentu. Fungsi pemasangan safety line adalah 

untuk memberi peringatan akan suatu bahaya atau area terlarang 

yang tidak boleh dilewati oleh pihak yang tidak berkepentingan. 

 
Gambar 14. Tali Pembatas (Safety Line) 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024) 
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f. Pembatas Area (Restricted Area) 

 Pembatas area atau pagar pengaman proyek dibuat sebelum 

konstruksi dimulai untuk menjamin keamanan kerja dan keamanan 

bahan dan alat kerja yang digunakan untuk proyek. 

 
Gambar 15. Pembatas Area (Restricted Area) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024) 

g. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

 Setiap perusahaan atau proyek harus memiliki APAR untuk 

mencegah kebakaran, selain melindungi diri sendiri. APAR adalah alat 

pemadam api ringan yang digunakan untuk mengontrol kebakaran 

kecil. 

 
Gambar 16. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024) 

Untuk melindungi diri dari jatuh dan bahaya lainnya, penting untuk 

menggunakan semua alat yang sudah dijelaskan di atas, yang tentunya 

harus sesuai dengan standar keselamatan. Setiap pekerja juga harus 
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memahami K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagai dasar untuk 

mencegah kecelakaan kerja. 

4. Rambu Keselamatan Konstruksi 

Rambu-rambu Keselamatan konstruksi dirancang untuk secara visual 

mengkomunikasikan informasi penting kepada para pekerja, pengunjung, 

dan personel terkait lainnya agar dapat mengidentifikasi risiko, 

menghindari bahaya, serta mematuhi prosedur keselamatan yang 

ditetapkan. Adapun jenis-jenis rambu keselamatan konstruksi adalah 

sebagai berikut: 

a. Rambu Peringatan 

 Rambu peringatan digunakan untuk memberikan peringatan 

tentang bahaya atau bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. 

Biasanya, rambu-rambu ini dilengkapi dengan simbol atau gambar 

yang jelas dan mudah dikenali, serta kata-kata atau frasa yang 

memberikan informasi tambahan. Tujuan dari aturan peringatan ini 

adalah untuk memberikan peringatan kepada pekerja tentang 

bahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka. Contoh rambu-

rambu peringatan yang umum digunakan dalam proyek konstruksi 

termasuk rambu peringatan “Awas Benda Jatuh”,“Awas Listrik 

Tegangan Tinggi”, dll. 

 
Gambar 17. Rambu Peringatan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024) 

b. Rambu Larangan 

 Rambu larangan digunakan untuk melarang tindakan atau 

perilaku tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan. 
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Biasanya, rambu larangan terdiri dari simbol atau gambar dengan 

garis diagonal melintang dan latar belakang lingkaran merah, yang 

menunjukkan pelanggaran. Larangan-larangan ini bertujuan  untuk 

menghindari potensi bahaya dan menghindari tindakan yang 

berpotensi mengancam. 

 Contoh rambu larangan yang digunakan pada proyek konstruksi 

adalah rambu yang melarang “Dilarang Bersandar”. 

 
Gambar 18. Rambu Larangan 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024) 

c. Rambu Perintah 

 Rambu perintah digunakan untuk memberikan perintah kepada 

karyawan atau staf yang ada di tempat kerja. Simbol atau gambar 

yang menunjukkan tindakan yang harus dilakukan biasanya disertai 

dengan kata-kata atau frasa untuk menjelaskan. Tujuan dari 

peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa orang mengikuti 

prosedur dan praktik keselamatan yang telah ditetapkan. Contoh 

rambu-rambu peringatan yang umum digunakan dalam proyek 

konstruksi termasuk rambu “Area Wajib Helm”, “Area Wajib Sepatu”, 

“Gunakanlah Body Herness”, dan “Pakai Masker”. 

 
Gambar 19. Rambu Perintah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024) 
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5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

05/PRT/M/2014, Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja mencakup: 

a. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1) Pelatihan Untuk Karyawan 

a) Semua karyawan perusahaan yang ditugaskan untuk proyek 

dan workshop harus telah mengikuti pelatihan K3.  

b) Pedoman pelatihan K3 perusahaan digunakan sebagai 

pedoman untuk pelatihan.  

c) Pelatihan untuk karyawan perusahaan direncanakan dan 

dilaksanakan oleh koordinator K3 dan dikoordinasikan 

dengan bagian HRD (pelatihan tingkat pusat).  

d) Pelatihan pengetahuan P3K dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dari berbagai pihak, termasuk peserta, instruktur, 

dan pelaksana.  

2) Pelatihan di Proyek 

a) Tata tertib proyek dan workshop. 

b) Pekerjaan atau barang yang mengandung bahaya di proyek 

atau workshop serta cara mencegahnya. 

c) Fasilitas proyek atau workshop. 

d) Cara menangani keadaan bahaya/darurat (kebakaran, banjir, 

huru-hara, dsb). 

b. Pengarahan K3 (Tool Box Meeting) 

1) Setiap proyek harus memiliki pengarahan K3.  

2) Pengarahan ini terutama ditujukan kepada pekerja dan staf yang 

akan berada di tempat kerja.  

3) Pengarahan ini diberikan pagi hari sebelum pekerjaan dimulai 

(kurang lebih 10 menit). 
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4) Materi pengarahan meliputi potensi bahaya dari pekerjaan yang 

dilakukan, kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan, serta tata 

tertib yang perlu dipertegas lagi. 

5) Frekuensi dilakukannya pengarahan ini disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan proyek.  

6) Topik dan pembicaraan pada setiap Pengarahan K3, disesuaikan 

dengan tuntutan kebutuhan Proyek. 

7) Cara pelaksanaan pengarahan disesuaikan dengan kondisi proyek 

(misal: per area kerja, per-disiplin pekerjaan dll). 

c. Inspeksi K3 (Safety Patrol) 

1) Inspeksi K3 dilakukan oleh Tim K3 secara bersama-sama dan juga 

oleh masing-masing anggota Tim K3.  

2) Inspeksi K3 yang dilakukan oleh tim K3 secara bersama-sama 

secara periodik dan meliputi semua area kerja proyek.  

3) Waktu dan frekuensi untuk inspeksi secara bersama-sama 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di proyek.  

4) Inspeksi oleh anggota Tim K3 dilakukan sesuai tugas/jadwal 

masingmasing.  

5) Hal-hal yang diperiksa saat melakukan inspeksi adalah sesuai 

dengan yang tercantum pada Laporan Inspeksi.  

6) Masalah atau penyimpangan dari ketentuan K3 yang ditemukan 

di lapangan, harus dicatat/dijelaskan dalam laporan 

ketidaksesuaian K3. 

d. Rapat Koordinasi K3 

1) Minimal satu kali dalam satu bulan (atau sesuai perkembangan 

kondisi proyek) harus dilakukan rapat koordinasi K3.  

2) Rapat Koordinasi K3 dapat / boleh digabung dengan rapat 

Koordinasi Pelaksanaan, asalkan materi yang dibahas tercatat 

jelas dalam notulen rapat.  

3) Materi yang dibahas antara lain: 
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a) Hasil evaluasi pelaksanaan K3 yang berjalan.  

b) Langkah perbaikan. 

e. Laporan Kecelakaan 

1) Setiap bentuk kecelakaan, kecelakaan ringan sampai kecelakaan 

fatal, maupun kecelakaan tanpa korban, harus dibuatkan 

laporannya secara lengkap laporan Investigasi Kecelakaan.  

2) Untuk jenis kecelakaan yang segera setelah kejadian dapat 

diketahui akibatnya sebagai “kecelakaan serius” atau 

“kecelakaan fatal”, maka tembusan (copy) Laporan Kecelakaan 

harus disampaikan dalam waktu paling lambat 6 jam setelah 

kecelakaan terjadi kepada: 

a) Manager terkait.  

b) Personalia/Departemen kepersonelan.  

c) Quality Asurance Manager.  

d) Pimpinan perusahaan sub-kontraktor (jika korban adalah 

pekerja subkontraktor) 

D. Bahaya dan Risiko 

 Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang 

berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cidera pada manusia, kerusakan 

atau gangguan lainnya (Ramli, 2010). Sedangkan risiko adalah perwujudan 

potensi bahaya (hazard event) yang mengakibatkan kerugian menjadi lebih 

besar. Tergantung dari cara pengelolaannya, tingkat risiko mungkin berbeda 

dari yang paling ringan atau rendah sampai ke tahap yang paling berat atau 

tinggi (Sugandi, 2003). 

1. Hirarki Pengendalian Bahaya 

  Hierarki pengendalian risiko (Hierarchy of Control) merupakan 

langkah-langkah dalam pencegahan serta pengendalian risiko yang 

mungkin terjadi dilingkungan kerja. Bahaya pada pekerjaan dapat 

dilakukan pengendalian, yaitu untuk menurunkan tingkat risiko/bahaya 
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tinggi menuju ke tingkat yang aman atau rendah (Damkar, 2020), dan 

memiliki beberapa tahapan yaitu: 

 
Gambar 20. Hirarki Pengendalian Bahaya 

(Sumber: OHSAS 18001)  

  Menurut Ramli (2010) adapun elemen-elemen hirarki 

pengendalian bahaya adalah sebagai berikut: 

a. Eliminasi  

 Eliminasi adalah teknik pengendalian dengan menghilangkan 

sumber bahaya. Misalnya ketika di tempat kerja terdapat oli 

berceceran maka sesegera mungkin dihilangkan sumber bahaya ini. 

Cara ini sangat efektif karena sumber bahaya dieliminasi sehingga 

potensi risiko dapat dihilangkan. Karena itu, teknik ini menjadi pilihan 

utama dalam hirarki pengendalian risiko. 

b. Subsitusi  

 Substitusi adalah teknik pengendalian bahaya dengan mengganti 

alat, bahan, system atau prosedur yang berbahaya dengan yang lebih 

aman atau lebih rendah bahayanya. Contohnya jika terdapat mesin 

yang menyebabkan kebisingan, maka mengganti mesin dengan 

kebisingan suara yang lebih kecil. 

c. Rekayasa Engineering/Pengendalian Teknis 

 Sumber bahaya biasanya berasal dari peralatan atau sarana teknis 

yang ada di lingkungan kerja. Pengendalian bahaya dapat dilakukan 

melalui perbaikan pada desain, penambahan peralatan dan 
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pemasangan peralatan pengaman. Misalnya dengan melakukan 

rekayasa lalu lintas pada proyek pembangunan jembatan. 

d. Pengendalian Administratif/Rambu 

 Pengendalian bahaya juga dapat dilakukan secara administratif, 

misalnya dengan mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja, 

prosedur kerja yang lebih aman, rotasi kerja atau pemeriksaan 

kesehatan. 

e. Alat Pelindung Diri (APD) 

 Teknik pengendalian bahaya yakni dengan mewajibkan pemakaian 

Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) misalnya 

pelindung kepala, sarung tangan, pelindung pernafasan (respirator 

atau masker), pelindung jatuh dan pelindung kaki. Dalam konsep K3, 

penggunaan APD merupakan pilihan terakhir atau last resort dalam 

pencegahan kecelakaan. Hal ini dikarenakan alat pelindung diri bukan 

untuk mencegah kecelakaan namun hanya sekedar mengurangi efek 

atau keparahan kecelakaan. 

2. Penilaian Penetapan Tingkat Risiko 

  Pada penilaian yang digunakan untuk penilaian penetapan tingkat 

risiko suatu pekerjaan berpedoman pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 

2021 sublampiran J, digunakan penilaian dengan skala 1 sampai 5 seperti 

pada berikut. 
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Tabel 1. Penetapan Tingkat Kekerapan 

 
(Sumber: Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021) 

Tabel 2. Penetapan Tingkat Keparahan 

 
(Sumber: Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021) 
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Tabel 3. Penetapan Tingkat Keparahan (Lanjutan) 

 

 
(Sumber: Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021) 
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  Berikut nilai rata-rata risiko atau sering disebut dengan matriks 

risiko yang sudah tercantum dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 

Sublampiran J. Penetapan tingkat risiko terhadap kegiatan adalah 

mekanisme sederhana untuk meningkatkan visibilitas risiko dan 

membantu pengambilan keputusan manajemen. Matriks risiko adalah 

matriks yang digunakan selama penilaian risiko untuk menentukan 

tingkat risiko dengan mempertimbangkan kategori probabilitas atau 

kemungkinan terhadap ketegori keparahan konsekuensi. 

Tabel 4. Penetapan Tingkat Risiko 

 
(Sumber: Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021) 

E. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

 Berdasarkan Peraturan Mentri Nomor 10 Tahun 2021 BAB I Pasal I 

menyatakan bahwa Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan 

keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan 

pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan 

yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.  

1. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

 Pemerintah Indonesia melalui menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat telah mengeluarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2021 

tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. 

Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan satu kesatuan 

dari rangkaian aktivitas kegiatan konstruksi agar terwujudnya   

keselamatan konstruksi.  
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 Dalam aturan tersebut SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan 

Konstruksi) diwajibkan untuk diterapkan pada saat pelaksanaan 

konstruksi karena juga merupakan bagian dari perencanaan dan 

pengendalian proyek (BPSDM PUPR, 2021). Sistem Menajemen 

Keselamatan Konstruksi (SMKK) bertujuan untuk mengurangi angka 

kecelakaan kerja yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, 

terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan 

pelatihan, pengarahan, dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para 

pekerja dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik 

dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja 

(Yuli, 2017:211). 

2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

  Penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi 

berdasarkan Peraturan Mentri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, yang harus 

memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan 

berkelanjutan berdasarkan dokumen Penerapan SMKK sebagaimana yang 

dimaksud pada pasal 2 ayat (5) dimuat dalam dokumen SMKK yang terdiri 

atas: 

a. Rancangan Konseptual SMKK 

 Rancangan Konseptual SMKK merupakan dokumen telaah tentang 

keselamatan konstruksi yang disusun pada tahap pengkajiaan, 

perencanaan/perancangan. Tujuannya adalah untuk memastikan 

bahwa semua risiko keselamatan diidentifikasi, dinilai, dan 

dikendalikan secara efektif. 

b. RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) 

 RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang 

memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan 

dokumen kontrak. (Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, Pasal 1 angka 

14). Dokumen yang menguraikan langkah-langkah yang akan diambil 
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untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi 

proyek konstruksi. RKK berfungsi sebagai panduan bagi semua pihak 

yang terlibat dalam proyek untuk mengidentifikasi, mengendalikan, 

dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan 

proyek. 

c. RMPK (Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi) 

  RMPK merupakan dokumen yang merinci standar, prosedur, dan 

kebijakan yang akan diikuti untuk memastikan bahwa kualitas 

pekerjaan konstruksi memenuhi atau melebihi persyaratan yang 

telah ditentukan. Dokumen prencanaan kegiatan penjaminan dan 

pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan 

konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. RMPK berfungsi 

sebagai panduan untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan 

kontrol dan jaminan mutu. 

d. Program Mutu 

 Program mutu adalah dokumen penjamin mutu terhadap 

pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang 

dipersyaratkan dalam kontrak kerja. Program ini mencakup prosedur, 

kebijakan, dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

secara keseluruhan. 

e. RKPPL (Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) 

 RKPPL merupakan dokumen telaah tentang keselamatan 

konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan, dan 

pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan 

pengelolaan, dan pemantauan lingkungan. 

f. RMLLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan) 

 RMLLP merupakan dokumen rujukan bagi penyedia jasa dan 

pengawas pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan 

keselamatan lalu lintas selama kegiatan konstruksi berlangsung. 
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3. Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

Berdasarkan Format Audit Internal 

  Audit merupakan upaya menemukan ketidaksesuaian dalam 

sistem untuk mengukur efektifitas pelaksanaan sistem manajemen, di 

antaranya melalui audit internal. Penyedia Jasa harus melakukan audit 

internal untuk memberikan informasi apakah SMKK telah diterapkan 

sesuai dengan persyaratan, kebijakan dan tujuan keselamatan konstruksi, 

dan telah ditetapkan serta dipelihara secara efektif. Audit internal wajib 

dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) 

siklus pekerjaan konstruksi. Kegiatan dalam pelaksanaan audit internal, 

meliputi:  

a. Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program 

audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, 

persyaratan perencanaan dan pelaporan, serta hasil audit internal 

sebelumnya. 

b. Menentukan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap kali 

pelaksanaan audit. 

c. Memilih dan menetapkan auditor yang kompeten, objektif dan tidak 

memihak. 

d. Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada pimpinan yang 

berwenang. 

e. Mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian guna 

meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi. 

f. Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan 

program audit dan hasil audit. 

  Penilaian sistem manajemen keselamatan konstruksi mengacu 

pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, yang terdapat pada sub 

lampiran bagian format audit internal terdapat tabel lembar pemeriksaan 

yang mencakup 5 elemen, pada setiap elemen memiliki nomor kriteria 

sebagai berikut: 
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a. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan 

konstruksi. 

b. Perencanaan keselamatan konstruksi. 

c. Dukungan keselamatan konstruksi. 

d. Operasi keselamatan konstruksi. 

e. Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. 

4. Elemen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

  Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mempunyai beberapa 

elemen dan subelemen yang terdapat pada bagian RKK Pasal 6, sub 

elemen mengacu pada lampiran format audit: 

a. Kepemimpinan dan Pertisipasi Pekerja Dalam Keselamatan Konstrusi. 

 Pada elemen ini berisikan langkah-langkah pemehaman terhadap 

keselamatan konstruksi. Elemen ini memiliki beberapa subelemen 

yaitu: 

1) Kepedulian pimpinan terhadap isu internal dan eksternal  

a) Identifikasi isu internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan 

Pekerjaan Konstruksi, paling sedikit memuat tata kelola dan 

peran dalam struktur organisasi, dan sumber daya 

pekerjaan; 

b) Identifikasi isu eksternal yang akan dihadapi saat 

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, paling sedikit memuat 

budaya, sosial, lingkungan, pengetahuan dan teknologi baru; 

c) Dampak yang mempengaruhi terhadap Keselamatan 

Konstruksi; 

d) Kategori isu, jenis isu, metode analisis kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman 

(threat), dan sumber isu yang mempengaruhi Keselamatan 

Konstruksi; dan 
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e) menentukan keinginan dan harapan dari para pekerja 

maupun pihak-pihak yang berkepentingan. 

2) Komitmen keselamatan konstruksi 

a) Pengesahan pakta komitmen oleh pimpinan Penyedia Jasa; 

b) Penandatanganan kebijakan Keselamatan Konstruksi oleh 

pimpinan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi; 

c) Tinjauan pelaksanaan komitmen dengan menyusun jadwal 

komunikasi pimpinan perusahaan atau 1 (satu) level di 

bawah pimpinan perusahaan untuk melakukan kunjungan ke 

proyek dalam rangka memastikan RKK dilaksanakan dan 

meningkatkan partisipasi pekerja; dan 

d) Konsultasi dan partisipasi pekerja menetapkan matriks 

komunikasi para pihak terkait dalam komunikasi dan 

partisipas pekerja 

e) Pelaksanaan komitmen, sosialisasi, edukasi, konsultasi dan 

partisipasi tersedia sebagai informasi terdokumentasi. 

b. Perencanaan Keselamatan Konstruksi 

 Pada elemen ini berisikan langkah-langkah perencanaan 

keselamatan konstruksi. Elemen ini memiliki beberapa subelemen 

yaitu:  

1) Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko, Pengendalian, dan Peluang 

(IBPRP),  

a) IBPRP disusun oleh penanggung jawab keselamatan 

konstruksi bersama dengan tenaga ahli teknis (engineer) dan 

disetujui oleh pimpinan tertinggi pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi di proyek, memuat: 

(1) deskripsi Risiko, meliputi uraian pekerjaan, identifikasi 

bahaya, dan risiko; 

(2) perundangan atau persyaratan; 

(3) penilaian tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi; 
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(4) pengendalian risiko awal yaitu upaya yang dilakukan 

untuk menghilangkan atau mengurangi risiko serta 

memperbesar peluang yang telah diidentifikasi dan 

dinilai berdasar hasil penilaian risiko keselamatan 

konstruksi; 

(5) penilaian risiko sisa adalah penilaian terhadap risiko 

yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian 

yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko 

keselamatan konstruksi;  

(6) pengendalian risiko lanjutan yaitu upaya tambahan yang 

dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko 

yang telah diidentifikasi serta memperbesar peluang 

dan dinilai berdasar hasil penilaian risiko sisa dan 

peluang. 

b) Uraian pekerjaan diintegrasikan dengan jadwal dan tahapan 

pekerjaan sebagaimana dalam dokumen RMPK 

c) Identifikasi bahaya disusun berdasarkan analisis multi-risiko 

(multi-risk analysis) yang terdiri atas keselamatan pekerja 

dan/ atau properti/ aset/ material dan/atau keselamatan 

publik dan/atau keselamatan lingkungan pada tiap tahapan 

pekerjaan disesuaikan dengan metode pekerjaan. 

d) Pengendalian risiko dalam IBPRP harus menerapkan analisis 

pengendalian risiko terintegrasi atas hasil identifikasi bahaya 

yaitu dengan pengendalian berdasarkan: 

(1) aspek keteknikan (engineering control); 

(2) aspek manajemen (administrative control); dan/atau 

(3) aspek perilaku manusia. 

(4) aspek perubahan dan dinamika pekerjaan konstruksi 

(menerapkan manajemen perubahan) 
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e) pengendalian disusun dengan berdasarkan tingkat 

pengendalian sebagai berikut: 

(1) eliminasi; 

(2) subsitusi; 

(3) rekayasa teknis; 

(4) pengendalian administratif; 

(5) penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja. 

2) Rencana tindakan (sasaran dan program) 

 Rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga 

kerja yang dituangkan dalam sasaran dan program yang memuat: 

a) sasaran dan program umum untuk mencapai kinerja 

keselamatan kerja, kesehatan kerja, keamanan lingkungan 

kerja dan pengelolaan lingkungan kerja; 

b) sasaran dan program khusus untuk menguraikan sasaran 

dan program pengendalian berdasar identifikasi bahaya, 

penilaian risiko dan peluang yang memiliki skala prioritas 

sedang dan besar. 

3) Standar dan Peraturan 

 Pemenuhan standar dan peraturan perundang-undangan 

keselamatan konstruksi, dilakukan dengan mengidentifikasi 

peraturan perundangan dan/atau persyaratan lainnya yang 

terkait dengan program pengendalian risiko. 

c. Dukungan Keselamatan Konstruksi 

1) Sumber daya 

 Sumber daya harus ditetapkan dan disediakan untuk 

kebutuhan penerapan, pemeliharaan dan peningkatan 

berkesinambungan dari SMKK yang paling sedikit meliputi: 

a) Sumber daya teknologi dan peralatan, yang memuat daftar 

teknologi dan peralatan, surat izin atau sertifikat kelaikan 
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peralatan konstruksi lain, termasuk lisensi operator 

peralatan; 

b) Sumber daya material, yang menginformasikan daftar 

material impor dan MSDS pengendalian bahan berbahaya 

dan beracun (B3) terhadap material; dan 

c) Perhitungan Biaya Penerapan SKK yang paling sedikit 

memuat 9 (sembilan) komponen. 

2) Kompetensi, tenaga kerja dilakukan dengan menyusun daftar 

personil keselamatan konstruksi berdasarkan kualifikasi Ahli 

Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan 

Konstruksi, serta jumlah anggota UKK disesuaikan dengan 

ketentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi. 

3) Kepedulian, organisasi dilakukan dengan menyusun program 

peningkatan kepedulian keselamatan konstruksi, analisis 

kebutuhan pelatihan dan sosialisasi dengan tabel sasaran dan 

program, serta rencana pelatihan keselamatan konstruksi. 

4) Komunikasi,  dilakukan dengan penjadwalan safety induction, 

toolbox meeting dan jadwal komunikasi lain sesuai ruang lingkup 

proyek yang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5) Informasi terdokumentasi, merupakan dokumentasi yang 

digunakan sebagi acuan dalam pelaksasnaan kegiatan konstruksi 

dengan pengendalian akses dan penyimpanan. 

d. Operasi Keselamatan Konstruksi 

1) Perencanaan keselamatan konstruksi  

 Perencanaan implementasi RKK diterapkan dengan 

menyusun paling sedikit struktur organisasi pelaksanaan 

pekerjaan termasuk menjelaskan alur koordinasinya dengan unit 

keselamatan konstruksi, beserta tugas dan tanggung jawabnya. 

2) Pengendalian operasi keselamatan konstruksi 
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 Pengendalian operasi keselamatan konstruksi meliputi 

kegiatan: 

a) Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) untuk pekerjaan 

dengan tingkat risiko sedang dan/atau besar, dan izin kerja 

khusus; 

b) pengelolaan keamanan lingkungan kerja yaitu kegiatan 

pengelolaan keandalan bangunan yang diintegrasikan 

dengan dokumen RMPK, pengelolaan pendukung keandalan 

bangunan dan pengamanan lingkungan proyek, yang 

diintegrasikan dengan dokumen RMLLP, serta prosedur 

penghentian pekerjaan jika ditemukan hal yang 

membahayakan; 

c) pengelolaan keselamatan kerja, paling sedikit memuat: 

(1) Prosedur penggunaan pesawat angkat, pesawat angkut, 

dan peralatan konstruksi lainnya sesuai izin kelaikan 

operasi alat dan izin operator; 

(2) Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan 

bekerja; 

(3) Prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan alat 

pelindung diri; dan 

(4) Pengendalian subkontraktor dan pemasok yang 

diintegrasikan dengan RMPK. 

d) Pengelolaan kesehatan kerja, termasuk kepemilikan 

perlindungan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja 

konstruksi dan pemeriksaan kesehatan pekerja. 

e) Pengelolaan lingkungan kerja beserta improvement 

pengelolaan lingkungan (reuse, reduce, renewable/recycle) 

yang kemudian diintegrasikan dalam RKPPL, paling sedikit 

meliputi: 

(1) prosedur atau petunjuk pencegahan pencemaran; 
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(2) pengelolaan tata graha terkait 5R (Ringkas, Rapih, Resik, 

Rawat, Rajin); dan 

(3) pengolahan sampah dan limbah. 

e. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 

1) Pemantauan, pengukuran dan evaluasi 

 Pemantauan atau inspeksi dilakukan untuk mengukur 

tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

melalui penentuan metode, kriteria, dan prosedur inspeksi 

terkait SMKK. Pemantauan atau inspeksi dilakukan berdasarkan 

jadwal inspeksi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam 

lembar periksa. 

2) Audit internal, audit dilakukan dengan menentukan metode 

evaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan. 

3) Evaluasi dilakukan dengan menentukan metode evaluasi 

kepatuhan dan pengambilan tindakan. 

4) Tinjauan manajemen, dilakukan paling sedikit dengan 

merencanakan dan menetapkan prosedur dan laporan dalam 

tinjauan manajemen. 

5) Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi memuat tindakan 

perbaikan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak 

tahun jamak dan/atau sebagai tindak lanjut hasil tinjauan 

manajemen. 

5. Skala Penilaian Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 

(SMKK) 

  Pada skala penilaian yang digunakan untuk penilaian penerapan 

sistem manajemen keselamatan konstruksi pada Permen PUPR Nomor 10 

Tahun 2021, menggunakan penilaian ketidaksesuaian dalam audit. 

Penempatan tingkat kesesuaian dengan pengumpulan bukti mengenai 

pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti menggunakan 
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kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dimana dapat dikategorikan ke 

dalam skala penilaian sebagai berikut: 

a. “sesuai” : apabila kegiatan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan 

elemen SMKK, bila dokumen dan kegiatan dilakukan sesuai dengan 

yang ada di proyek. 

b. “minor” : apabila kegiatan dilakukan namun tidak sepenuhnya sesuai 

elemen SMKK, bila memiliki dokumen tetapi tidak lengkap dan bila 

dilakukan kegiatan namun tidak sepenuhnya. 

c. “major” : apabila kegiatan tidak dilakukan sama sekali sesuai elemen 

SMKK, tidak adanya kegiatan yang dilakukan atau tidak memiliki 

dokumen. 

  Tingkat ukur keberhasilan penerapan sistem manajemen 

keselamatan konstruksi, maka kategori untuk hasil penilaian penerapan 0 

- 59 % dapat dikatakan tingkat penilaian penerapan kurang, 60 - 84% 

dikategorikan tingkat penilaian penerapan baik, dan 85 - 100% 

dikategorikan tingkat penilaian penerapan memuaskan (Efpridawati, dkk. 

2015). 

F. Penelitian Yang Relevan 

 Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir ini 

antara lain: 

1. Ari Syaiful Rahman Arifin, Akhmad Suraji, dan Bambang Istijono (2014) 

 Penelitian ini berjudul “Pengukuran Tingkat Penerapan Norma, 

Standar, Prosedur Dan Tingkat Kriteria Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

(NSPK K3) Pada Proyek Konstruksi”, dengan menarik beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian yaitu minimnya alokasi biaya untuk K3, 

rendahnya pemahaman perusahaan kontraktor dan pengguna jasa 

terhadap penerapan peraturan-peraturan K3 konstruksi Indonesia, 

rendahnya pemahaman dan pengawasan pemilik proyek dan konsultan 
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pengawas terhadap peneerapan K3, serta kesadaran tenaga kerja yang 

rendah untuk menerapkan K3. 

2. Moch. Khamim, Mohammad Zenurianto (2022)  

 Penelitian ini berjudul “Sistem Manajemen Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Bendungan Sesuai Dengan 

Permen PUPR No.10 Tahun 2021”, dengan menarik beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitian yaitu pengendalian utama terhadap risiko bahaya 

yang terjadi yaitu memastikan prosedur pelaksanaan setiap pekerjaan 

sesuai dengan SOP yang telah ditentukan serta setiap pekerja harus 

dilengkapi peralatan APD dan APK yang sesuai standar. 

3. Sandy R. Rompas (2023)  

 Penelitian ini berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi PT. 

Pacifik Nusa Indah Tahun 2023”, dengan menarik beberapa kesimpulan 

dari hasil penelitian yaitu tingkat penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi PT. 

Pacifik Nusa Indah Tahun 2023 merupakan pencapaian implementasi 

(memuaskan). Faktor penyebab belum tuntasnya pelaksanaan adalah 

tidak adanya dokumen prosedur dan format khusus perubahan di 

lapangan yang berimplikasi pada K3, antara lain kurangnya dokumentasi 

dan pelatihan bagi pekerja, serta adanya sinkonsistensi pemenuhan 

persyaratan dan referensi lainnya. 

4. Aflah Intishoor Mudrika, Rian Trikomard, Sri Djuniati (2023) 

 Penelitian ini berjudul penelitian  “Analisis Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan Gedung Kuliah 

Terpadu Universitas Riau”, dengan menarik beberapa kesimpulan dari 

hasil penelitian yaitu penerapan SMKK pada pekerjaan pembangunan 

gedung kuliah terpadu Universitas Riau pada lima elemen utama SMKK 

sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PUPR 10 tahun 2021 lampiran K 

diantaranya adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam, 
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penerapan SMKK, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan 

keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan juga 

evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Dari observasi dan wawancara 

yang telah dilakukan PT Brantas Abipraya memenuhi seluruh kriteria yang 

telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Prosedur dan Rencana Rancangan 

 Pada penelitian ini akan digunakan metode kualitatif deskripstif. Menurut 

Moleong (2010), penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang diperoleh 

akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskriptif 

atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan 

apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang 

diamati. Rancangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu hasil evaluasi 

penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) berpatokan 

pada Peraturan Mentri PUPR Nomor 10 tahun 2021 menggunakan format 

audit pada sublampiran K. Secara garis besar langkah-langkah penelitian dapat 

dilihat pada gambar diagram alir di bawah ini: 

 

Gambar 21. Diagram Alir Penelitian 
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 Adapun urutan pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi 

penerapan SMKK yang sudah diterapkan. 

2. Penilaian kriteria diperoleh dari lembar pemerikasaan Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi (SMKK) dapat dilihat pada sub lampiran K 

Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dengan tabel cecklist. 

3. Hasil yang diperoleh di lokasi penelitian disertakan dengan dokumen 

pendukung dan dokumentasi berupa foto. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Labor dan 

Lokal Kuliah Jurusan Seni Rupa (FBS) Universitas Negeri Padang, Jl. Prof.Dr. 

Hamka, Air Tawar, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi 

proyek dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 22. Lokasi Proyek 

(Sumber: Google Earth, 2024) 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data primer 

dan data sekunder sebagai berikut. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dari sumber aslinya. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui 

survei lapangan menggunakan beberapa metode, yaitu observasi 

langsung, wawancara, serta checklist audit internal dan pemantauan 
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evaluasi konstruksi. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan kriteria 

penilaian penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari 

data primer. Data yang digunakan berupa dokumen Peraturan Mentri 

PUPR Nomor 10 tahun 2021 yang didukung dengan RKK, IBPRP, Format 

Audit, dan dokumen lainnya, serta data tambahan atau data pendukung 

yang diambil dari berbagai sumber yang sudah ada termasuk literatur, 

buku, dan media online. 

D. Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui penerapan Sistem 

Manajemen keselamatan Konstruksi (SMKK) terhadap keselamatan pada 

pekerjaan konstruksi berdasarkan panduan dari elemen kriteria lembar 

pemeriksaan SMKK serta evaluasi keselamatan konstruksi. Data-data yang 

diperoleh dihasilkan dari: 

1. Studi Literatur 

 Studi literatur adalah proses pencarian referensi teori yang 

berasal dari penelitian sejenis berupa buku, jurnal, arsip/dokumen 

pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan. 

Arsip/dokumen pemerintah yang digunakan seperti Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2021. 

2. Dokumentasi  

 Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang didapatkan 

dari catatan atau data yang telah tersedia atau telah dibuat (Hamidi, 

2010). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara 

mengambil gambar dari tempat penelitian, selain itu juga mengumpulkan 

beberapa data mengenai keselamatan konstruksi dari proyek tersebut. 
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3. Observasi  

 Tahap observasi dilakukan melalui wawancara dan penilaian 

penerapan K3 pada proyek konstruksi dengan mengacu pada tabel 

checklist dalam lembar pemeriksaan SMKK. Tabel ini memuat kriteria 

yang telah ditetapkan dalam format audit untuk mengevaluasi kepatuhan 

terhadap standar SMKK. Hasil observasi tersebut akan menentukan 

kategori temuan, yang mencakup temuan minor, major, serta tingkat 

kesesuaian kriteria SMKK terhadap pelaksanaan proyek. 

E. Produk 

 Produk yang dihasilkan dari penelitian implementasi sistem manajemen 

keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 

adalah sebuah modul berupa pedoman dalam penerapan keselamatan 

konstruksi. Dengan diidentifikasi hasil observasi tingkat kesesuaian dari 

kategori temuan masing-masing kriteria serta pemantauan evaluasi, 

sehingga dapat dihasilkan upaya keselamatan konstruksi yang semakin 

memenuhi standar peraturan yang sudah ditetapkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Singkat Proyek 

Penelitian dilakukan pada proyek Pembangunan Gedung Fakultas dan 

Seni Universitas Negeri Padang, yang terletak di Jl. Prof.Dr. Hamka, Air Tawar, 

Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pembangunan ini dirancang 

dengan bangunan 4 lantai dan satu dak dengan luas 4.400 m².  

Adapun deskripsi proyek secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Deskripsi Proyek 

Nama Pekerjaan : Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung 

Labor Dan Lokal Kuliah Jurusan Seni Rupa 

(FBS) Universitas Negeri Padang 

Lokasi Proyek : Jl. Prof.Dr. Hamka, Air Tawar, Kec. 

Padang Utara, Kota Padang, Sumatera 

Barat 

Penyedia Jasa : PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk 

Konsultan Pengawas : CV. Artistik Engineering Consultant 

Konsultan Perencana : CV. Studio A17 Consultant 

Waktu Pelaksanaan : 288 (Dua Ratus delapan puluh delapan) 

Hari Kalender 

Nilai Kontrak : Rp. 29.997.600.000 (dua puluh sembilan 

miliar sembilan ratus sembilan puluh 

tujuh juta enam ratus ribu rupiah) 

(Sumber: Data Proyek) 

B. Data Umum Gambaran Penerapan SMKK di Lokasi Proyek Pembangunan 

 Penerapan SMKK pada Proyek Pembangunan Gedung Labor dan Lokal 

Kuliah Jurusan Seni Rupa (FBS) dilakukan dengan berbagai macam program 

dan kegiatan K3 yang dilakukan pada proyek sebagai bentuk kesiapan 

dokumen teknis audit internal SMKK. Untuk mengetahui penerapan SMKK 



 

 
 

62 

yang telah diterapkan, peneliti melakukan observasi secara langsung di 

lapangan  antara lain: 

1. Papan Informasi Proyek 

  Papan informasi proyek pembangunan terpasang pada pintu masuk area 

proyek agar mudah terlihat oleh pekerja, pengunjung, atau pihak yang 

berkepentingan. Isi papan proyek  berisi nama proyek, lokasi, kontraktor, 

jadwal pelaksanaan, dan informasi penting lainnya terkait keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3). Hal ini membantu memastikan semua orang di 

sekitar area proyek memahami risiko yang ada dan prosedur keselamatan 

yang harus diikuti. 

2. Banner Prosedur Tanggap Darurat 

  Banner prosedur tanggap darurat yang terpasang di sekitaran area proyek 

seperti banner penggunaan APD, banner program 5R, dan banner tata 

tertib lainnya.  

3. Terdapat Informasi Rambu K3 pada Area Proyek 

  Pada area Proyek Pembangunan Gedung Labor dan Lokal Kuliah Jurusan 

Seni Rupa (FBS) terdapat informasi pematuhan rambu-rambu untuk 

menjaga keselamatan dan menginformasikan adanya bahaya.  

C. Hasil Observasi Lembaran Pemeriksaan SMKK 

 Penilaian SMKK yang tertera pada sub lampiran K Permen PUPR Nomor 

10 Tahun 2021 bagian format audit internal penerapan SMKK, dimana 

terdapat lembar pemeriksaan SMKK yang sudah mencakup 5 elemen 

penerapan SMKK dan pada setiap elemen SMKK terdapat nomor kriteria 

dalam penilaian SMKK sebanyak 86 kriteria. Dari hasil observasi dan 

wawancara maka didapatkan kategori temuan yang diisi dengan cara penilaian 

checklist. Berikut tabel lembar penilaian SMKK. 
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Tabel 6. Hasil Observasi Lembar SMKK 

No 
No. 

Kriteria 
KRITERIA HASIL OBSERVASI 

KATEGORI TEMUAN 

Sesuai Minor Major 

A KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN 
KONSTRUKSI 

1 A.1 Kepedulian pimpinan terhadap isu internal dan eksternal 

  A.1.1 Penyedia Jasa 
menetapkan isu internal 
dan eksternal yang 
dapat mempengaruhi 
penerapan Sistem 
Manajemen 
Keselamatan Konstruksi 
(SMKK). 

Berdasarkan hasil 
wawancara, 
penetapan isu 
internal dan 
eksternal didukung 
dengan  kebijakan 
perusahaan 

√   

  A.1.2 Penyedia Jasa 
membentuk organisasi 
pengelola SMKK 
berdasarkan persyaratan 
peraturan. 

PT. NKE membentuk 
struktur organisasi 
proyek yang sudah 
setujui dan ditanda 
tangani  

√   

  A.1.3 Besaran organisasi 
pengelola SMKK 
disesuaikan dengan 
skala pekerjaan 
konstruksi. 

Penyesuaian besaran 
organisasi 
disesuaikan ukuran 
dan skala proyek 
yang dijalankan 
dengan ukuran 
proyek besar 
tentunya lebih 
banyak personil dan 
penanggung jawab di 
setiap area kerja 
begitupun sebaliknya  

√   

  A.1.4 Penyedia Jasa wajib 
menunjuk penanggung 
jawab pengelola SMKK 
yang memiliki 
kompetensi di bidangnya 
untuk bertanggung 
jawab terhadap 
pengelolaan administrasi 
dan operasional 
keselamatan konstruksi. 

Berdasarkan struktur 
organisasi terdapat 
pembagian kepala 
penanggung jawab 
yang memiliki 
kompetensi di 
bidangnya masing-
masing 

√   

  A.1.5 Susunan, tugas, 
wewenang dan tanggung 
jawab organisasi 
pengelola SMKK 
ditetapkan secara 
tertulis oleh manajemen 
Penyedia Jasa. 

Susunan, tugas, dan 
tanggung jawab 
organisasi sudah 
tertuang dalam RKK 
yang dibuat sebelum 
pembangunan 
dimulai 

√   

2 A.2 Komitmen keselamatan konstruksi 

  A.2.1 Penyedia Jasa 
mempunyai kebijakan 
keselamatan konstruksi. 

Kebijakan 
keselamatan 
dijadikan sebagai 
suatu komitmen 

√   
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dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang 
aman bagi pekerja 
dan pihak terkait. 
Kebijakan tersebut 
dilampirkan dalam 
RKK 

  A.2.2 Kebijakan Keselamatan 
Konstruksi 
ditandatangani oleh 
pimpinan tertinggi 
penyedia jasa. 

Kebijakan ditanda 
tangani oleh Direktur 
Utama Perusahaan 

√   

  A.2.3 Kebijakan Keselamatan 
Konstruksi 
dikomunikasikan kepada 
seluruh pemangku 
kepentingan, baik para 
pemangku kepentingan 
internal maupun 
pemangku kepentingan 
eksternal. 

Komunikasi kebijakan 
SMKK dilakukan 
melalui rapat harian, 
sosialisasi langsung di 
lapangan, dokumen 
kebijakan tertulis, 
dan papan informasi 
keselamatan 

√   

  A.2.4 Komitmen untuk 
mencegah dan 
melindungi terhadap 
ancaman dan/atau 
gangguan keamanan 
dalam berbagai bentuk, 
dan perlindungan 
terhadap keselamatan 
keteknikan konstruksi, 
manusia, harta benda, 
material, peralatan, 
masyarakat umum serta 
lingkungan. 

Barupa visi misi dan 
nilai perusahaan yang 
sudah tertuang 
dalam lampiran RKK 

√   

  A.2.5 Pimpinan Penyedia Jasa 
terlibat dalam 
meningkatkan partisipasi 
pekerja dalam 
penerapan Keselamatan 
Konstruksi. 

Dalam meningkatkan 
partisipasi pekerja 
dalam penerapan 
keselamatan 
konstruksi yaitu 
melakukan kegiatan 
safety meeting yang 
dihadiri oleh 
pemimpin penyedia 
jasa 

√   

  A.2.6 Penyedia Jasa 
memastikan kinerja 
Sistem Manajemen 
Keselamatan Konstruksi 
sesuai dengan sasaran 
dan program yang 
ditetapkan. 

Untuk memastikan 
kinerja SMKK sesuai 
dengan sasaran dan 
program yang 
diterapkan maka 
dilakukan pelaporan 
bulanan pelaksanaan, 
contoh dapat 

√   
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dilampirkan berupa 
laporan bulan 
September 2024 
pada lampiran 

  A.2.7 Penyedia Jasa harus 
secara 
berkesinambungan 
melakukan konsultasi 
dengan pekerja 
dan/atau 
perwakilan/serikat 
pekerja mencakup 
kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi 
kinerja dan tindakan 
perbaikan SMKK. 

Kegiatan tersebut 
dibuktikan dengan 
daftar bukti 
kehadiran rapat 

√   

B PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 

3 B.1 Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang 

  B.1.1 Penyedia Jasa 
menetapkan Identifikasi 
Bahaya, Penilaian Risiko, 
Pengendalian, dan 
Peluang. 

IBPRP dilakukan di 
seluruh area kerja 
dan setiap tahapan 
pekerjaan konstruksi 
untuk mendeteksi 
potensi risiko yang 
bisa membahayakan 
pekerja atau 
lingkungan, IBPRP 
diterapkan dalam 
lembaran RKK 

√   

  B.1.2 Penyedia Jasa 
mempunyai data-data 
terkait kecelakaan baik 
kecelakaan ringan, 
sedang maupun berat. 

Berdasarkan 
observasi wawancara 
data kecelakaan 
dibuat setiap 
bulannya, sebagai 
contoh data 
kecelakaan bulan 
September 2024 
hasilnya nihil 
kecelakaan 
begitupun dengan 
selama masa 
pelaksanaan proyek 
tidak terdapat 
kecelakaan kerja 

√   

  B.1.3 Penyedia Jasa 
melakukan peninjauan 
ulang Identifikasi Bahaya 
Penilaian Risiko, 
Pengendalian dan 
Peluang apabila terjadi 

Dilakukan jika terjadi 
kecelakaan kerja 
pada masa 
pelaksanaan 
pembangunan 

 √  
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kecelakaan kerja baik 
kecelakaan ringan, 
sedang maupun berat. 

  B.1.4 Identifikasi bahaya serta 
penilaian risiko, 
pengendalian, dan 
peluang keselamatan 
konstruksi serta 
kepatuhan terhadap 
peraturan perundangan 
dan lainnya yang 
terdokumentasi dengan 
baik. 

Setiap potensi 
bahaya dan risiko 
pada pekerjaan 
konstruksi dicatat, 
dievaluasi, dan 
diklasifikasikan 
berdasarkan tingkat 
keparahan dan 
kemungkinan 
terjadinya. Langkah-
langkah 
pengendalian yang 
tepat juga di 
dokumentasikan 
termasuk 
penggunaan APD, 
prosedur mitigasi 
risiko, dan instruksi 
kerja. 

√   

  B.1.5 Penyedia memiliki 
Analisis Keselamatan 
Kerja (Job Safety 
Analysis) untuk 
pekerjaan yang berisiko 
Keselamatan Konstruksi 
sedang dan tinggi, 
pekerjaan yang jarang 
dilakukan, pekerjaan 
yang menggunakan alat 
khusus, diturunkan dari 
metode kerja konstruksi. 

Terdapat JSA untuk 
pekerjaan berisiko 
keselamatan 
konstruksi 

√   

4 B.2 Rencana Tindakan (sasaran dan program) 

  B.2.1 Penyedia Jasa 
menetapkan sasaran 
keselamatan konstruksi 
pada setiap fungsi dan 
tahapan pekerjaan 
konstruksi. 

Tertuang dalam 
dokumen RKK 
Pelaksanaan 
Konstruksi 

√   

  B.2.2 Sasaran Keselamatan 
Konstruksi yang dibuat 
harus konsisten dengan 
kebijakan keselamatan 
konstruksi dan dapat 
diukur. 

Sasaran keselamatan 
konstruksi tertuang 
dalam rencana 
tindakan sasaran 
yang terdapat dalam 
lampiran RKK 

√   
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  B.2.3 Penyedia Jasa dalam 
menetapkan sasaran 
berdasarkan dari 
perencanaan 
keselamatan konstruksi. 

Penetapan sasaran 
dari perencanaan 
keselamatan 
konstruksi tertuang 
dalam lampiran 
rencana tindakan dan 
program yang 
terdapat dalam 
lampiran RKK 

√   

  B.2.4 Penyedia jasa melakukan 
komunikasi kepada 
seluruh karyawan dan 
pekerja konstruksi 
terkait Sasaran 
Keselamatan Konstruksi 
yang telah ditetapkan 

Komunikasi yang 
dilakukan kepada 
seluruh pekerja 
konstruksi dapat 
berupa pertemuan 
mengenai 
keselamatan (safety 
talk) yang dilakukan 
sebelum dimulainya 
pekerjaan setiap 
Rabu pukul 07.45 -
08.00 WIB  

√   

  B.2.5 Penyedia jasa melakukan 
evaluasi terkait sasaran 
keselamatan konstruksi 
yang telah ditetapkan 

Evaluasi yang 
dilakukan direkap 
dalam evaluasi 
laporan bulanan  

√   

  B.2.6 Penyedia Jasa 
menetapkan program 
keselamatan konstruksi 
berdasarkan sasarannya. 

Salah satu bentuk 
program 
keselamatan 
konstruksi yaitu 
dengan pemasangan 
spanduk program 5R 
maupun slogan K3 di 
area proyek 

√   

  B.2.7 Penyedia jasa 
memastikan program 
keselamatan konstruksi 
dilaksanakan. 

Dengan tegas dalam 
penggunaan APD 
pada setiap pekerja 

√   

5 B.3 Standar dan peraturan 

  B.3.1 Penyedia Jasa 
mengidentifikasi dan 
melaksanakan peraturan 
dan standar 
Keselamatan Konstruksi 
dalam menerapkan 
SMKK. 

Tertuang dalam RKK 
Pelaksanaan 
Konstruksi dengan 
kondisi di lapangan 
yang sesuai dengan 
peraturan 

√   

  B.3.2 Penyedia Jasa 
menetapkan standar 
terkait pengadaan Alat 
Pelindung Diri (APD) dan 
Alat Pelindung Kerja 
(APK). 

Tertuang dalam RKK 
Pelaksanaan 
Konstruksi, juga 
melakukan inspeksi 
rutin terhadap APD 
dan APK yang 

√   
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digunakan untuk 
memastikan 
kelayakan dan 
efektivitasnya selama 
proyek berlangsung 

  B.3.3 Penyedia Jasa membuat 
daftar tanggal habis 
masa berlaku dan 
melakukan 
perpanjangan surat izin, 
lisensi dan sertifikat. 

Saat melakukan 
wawancara tidak ada 
daftar tanggal habis 
masa berlaku dan 
melakukan 
perpanjangan surat 
izin, lisensi dan 
sertifikat 

  √ 

C DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI 

6 C.1 Sumber daya 

  C.1.1 Penyedia Jasa 
menyiapkan sumber 
daya yang diperlukan 
untuk penerapan, 
pemeliharaan, dan 
peningkatan 
berkesinambungan dari 
SMKK. 

Sumber daya ini 
mencakup tenaga 
kerja yang kompeten, 
serta penyediaan 
APD dan peralatan 
keselamatan sesuai 
standar 

√   

  C.1.2 Penyedia jasa 
menyiapkan sarana dan 
prasarana di dalam 
menerapkan SMKK. 

Sarana dan prasarana 
yang disiapkan untuk 
membantu 
kelancaran pekerjaan 
salah satunya dengan 
mengadakan mobil 
pick up, fasilitas cuci 
tangan, peralatan 
pemadam kebakaran, 
dan penanda 
keselamatan di lokasi 
kerja 

√   

  C.1.3 Penyedia Jasa 
mengalokasikan biaya 
SMKK pada setiap 
kegiatan konstruksi. 
 

Berdasarkan 
wawancara 
pengalokasian biaya 
SMKK berupa RAB 
Penawaran  

√   

7 C.2 Kompetensi 

  C.2.1 Penyedia Jasa 
menyediakan personil 
keselamatan konstruksi 
yang kompeten 

Tentu, diwajibkan 
adanya personil K3 
yang berkompeten  

√   

  C.2.2 Penyedia jasa 
mempunyai Petugas 
Keselamatan Konstruksi/ 
Ahli K3 Konstruksi yang 
kompeten dan 
bersertifikat. 

Petugas K3 yang 
sudah berkompeten 
pada bidangnya 
dibuktikan dengan 
sertifikat K3 
Konstruksi 

√   
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  C.2.3 Penyedia Jasa 
mempunyai Petugas 
Tanggap Darurat yang 
telah mendapat 
pelatihan 

Petugas Tanggap 
darurat 
mendapatkan 
pelatihan 
sebelumnya 

√   

  C.2.4 Penyedia Jasa 
mempunyai Petugas P3K 
yang telah diberi 
pelatihan dan 
melaksanakan pelatihan 
kepada pekerja 

Petugas P3K 
dilakukan oleh ahli K3 
dalam pelaksanaan 
pelatihan P3K 
terhadap pekerja, 
yang dilaksanakan 
pada area proyek 
dihadiri oleh staff 
HSE, mandor, 
pekerja, dan security 

√   

  C.2.5 Penyedia jasa 
mempekerjakan pekerja 
yang mempunyai 
sertifikat kompetensi 
sesuai bidangnya 

Pekerja yang bekerja 
sesuai bidangnya 
dibuktikan dengan 
sertifikat kompetensi 
seperti bidang ahli K3 
yang sudah memiliki 
sertifikat K3 
Konstruksi 

√   

8 C.3 Kepedulian 

  C.3.1 Penyedia jasa 
memastikan pekerja 
mengetahui kebijakan 
dan sasaran 
Keselamatan Konstruksi 

Penyedia Jasa 
bertanggung jawab 
untuk 
mensosialisasikan 
kebijakan dan 
sasaran keselamatan 
konstruksi kepada 
seluruh pekerja di 
proyek. Sosialisasi 
dilakukan melalui 
pelatihan, briefing 
harian, dan 
pemasangan papan 
informasi 

√   

  C.3.2 Penyedia Jasa 
menganalisis rencana 
pelatihan terkait 
kebutuhan kompetensi 
pekerja. 
 
 

Menganalisis dengan 
cara melakukan 
kegiatan toolbox 
meeting dan safety 
talk 

√   

9 C.4 Komunikasi 

  C.4.1 Penyedia Jasa 
mempunyai prosedur 
komunikasi Keselamatan 
Konstruksi 

Prosedur ini 
mencakup 
penyampaian 
informasi 
keselamatan melalui 

√   
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papan informasi K3, 
meliputi kebijakan 
K3, pelaporan dan 
peringatan yang 
relevan. Prosedur 
dirancang untuk 
memastikan bahwa 
semua pihak terlibat 
dalam menjaga 
keselamatan di 
proyek 

  C.4.2 Penyedia Jasa membuat 
jadwal komunikasi 
Keselamatan Konstruksi 
kepada semua pekerja 
selama kegiatan 
konstruksi berlangsung. 

Jadwal komunikasi 
yang dilakukan 
seperti safety 
induction yang 
dilakukaan saat ada 
pekerja baru masuk, 
safety talk dilakukan 
sekali seminggu yaitu 
setiap hari Rabu, dan 
toolbox meeting 
setiap hari sebelum 
pekerja mulai bekerja 

√   

10 C.5 Informasi terdokumentasi 

  C.5.1 Penyedia Jasa 
mempunyai manual, 
prosedur, gambar kerja, 
Instruksi Kerja, dan 
dokumen yang 
diperlukan di tempat 
kerja sejenisnya. 

Terdapat gambar 
kerja yang 
ditempelkan pada 
setiap lantai proyek 
pembangunan untuk 
memudahkan akses 
semua orang, 
terdapat Prosedur 
dan instruksi kerja 
yang jelas dan 
terperinci disediakan 
untuk memastikan 
semua pekerja 
memahami langkah-
langkah keselamatan 
yang harus diikuti 

√   

D OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI 

11 D.1 Perencanaan keselamatan konstruksi 

  D.1.1 Penyedia Jasa memiliki 
penanggungjawab untuk 
setiap tahapan 
pekerjaan. 

Penanggung jawab 
memiliki tugas 
memastikan bahwa 
setiap aktivitas 
dilakukan sesuai 
dengan rencana 
keselamatan dan 
standar operasi yang 
telah ditetapkan 

√   
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  D.1.2 Penyedia Jasa 
mempunyai prosedur 
dan instruksi kerja yang 
terdokumentasi terkait 
operasi keselamatan 
konstruksi. 

Dalam dokumen ini 
mencakup langkah-
langkah keselamatan 
yang wajib diikuti, 
penggunaan alat 
pelindung diri (APD), 
prosedur 
penanganan keadaan 
darurat, serta 
instruksi penggunaan 
peralatan dan bahan 
berbahaya 

√   

  D.1.3 Penyedia Jasa 
menetapkan, 
menerapkan dan 
memelihara 
pengendalian risiko 
untuk menghilangkan 
bahaya dan mengurangi 
risiko SMKK. 

Dapat dilihat 
berdasarkan JSEA 
pengendalian risiko 
setiap pekerjaan, 
pengendalian risiko 
ini dilakukan melalui 
identifikasi dan 
analisis bahaya pada 
setiap tahap 
pekerjaan konstruksi, 
diikuti dengan 
tindakan mitigasi, 
seperti penggunaan 
APD, penerapan 
prosedur kerja aman, 
dan instalasi sistem 
pengaman 

√   

  D.1.4 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
risiko keselamatan 
konstruksi dengan 
menghilangkan bahaya; 
penggantian proses, 
operasi, bahan, atau 
peralatan dengan yang 
tidak berbahaya; 
melakukan rekayasa 
Teknik; melakukan 
pengendalian 
administrasi; dan 
penggunaan alat 
pelindung diri yang 
memadai. 

Pengendalian risiko 
dilakukan sebelum 
potensi bahaya 
terjadi sebagai 
penjagaan terhadap 
setiap kegiatan 
pekerjaan 

√   

12 D.2 Pengendalian Operasi 

  D.2.1 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan komunikasi. 

Tidak ada prosedur 
pengoperasian alat 
karena tidak 
menggunakan alat 
berat 

  √ 
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  D.2.2 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan izin kerja 
khusus. 

Tidak ada operasi 
pengelolaan izin kerja 
khusus, biasanya 
untuk pekerjaan 
berisiko tinggi seperti 
ruang terbatas 
terhadap 
penggunaan alat 
berat, tidak adanya 
penggunaan alat 
berat maka tidak ada 
surat izin berisiko 
tinggi 

  √ 

  D.2.3 Penyedia jasa melakukan 
Analisis Keselamatan 
Pekerjaan/ JSA dalam 
melaksanakan pekerjaan 
yang berisiko besar dan 
sedang. 

JSA merupakan 
bagian dari persiapan 
untuk pekerjaan yang 
memiliki risiko besar 
dan sedang, JSA 
dilakukan dengan 
menidentifikasi 
setiap tahapan kerja 

√   

  D.2.4 Penyedia Jasa memiliki 
prosedur pengoperasian 
alat. 

Berdasarkan 
wawancara penyedia 
jasa tidak memiliki 
prosedur 
pengoperasian alat 
yang terdokumentasi 

  √ 

  D.2.5 Penyedia jasa memiliki 
Perencanaan angkat 
(lifting plan) Alat angkat/ 
angkut/louncher girder. 

Berdasarkan 
observasi langsung  
penyedia jasa tidak 
memiliki alat angkat/ 
angkut/ louncher 
girder 

  √ 

  D.2.6 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan alat 
pelindung kerja dan alat 
pelindung diri. 

Tidak ada 
pengendalian operasi 
pada pengelolaan 
alat APK dan APD 
bagi pengoperasian 
alat  

  √ 

  D.2.7 Penyedia Jasa 
menyediakan APD, APK 
sesuai kondisi bahaya 
dan jumlah tenaga kerja 
di lapangan 

Penyediaan APD dan 
APK sesuai kondisi 
bahaya dan 
disesuaikan dengan 
jumlah pekerja, 
rangkuman 
penjelasan biasanya 
terdapat dalam RKK 
seperti penggunaan 
safety helmet, safety 
shoes, rompi, body 
herness, sarung 
tangan, safety 

√   
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glasses, ear muff, dan 
ear plug 

  D.2.8 Penyedia Jasa 
menempatkan rambu-
rambu berdasarkan 
bahaya dan tingkat risiko 
Keselamatan Konstruksi 

Penetapan rambu-
rambu berdasarkan 
bahaya dan tingkat 
risiko keselamatan 
konstruksi seperti 
rambu “Dilarang 
Bersandar” di pasang 
pada jaring 
pengaman/ safety 
net, rambu “Awas 
Tersandung 
Perhatikan Langkah 
Anda” di pasang pada 
area yang terdapat 
banyak material, 
rambu “Awas Listrik 
Tegangan Tinggi” 
dipasang pada kotak 
panel listrik 

√   

  D.2.9 Penyedia Jasa membuat 
konstruksi sementara 
yang aman dan kokoh 
terkait dengan 
penanggulangan bahaya 
karena lingkungan, 
contoh: turap, kisdam 

Tidak ada 
menggunakan 
konstruksi sementara 
seperti turap atau 
kisdam karena area 
lokasi proyek cukup 
aman dalam 
mengatasi potensi 
bahaya lingkungan 

  √ 

  D.2.10 Penyedia Jasa membuat 
konstruksi sementara 
yang aman dan kokoh 
langsung terkait dengan 
pekerjaan konstruksi 
jembatan Contoh: 
Perancah, Girder 
Lounching, Girder 
Erection, Jembatan 
sementara, dll 

Berdasarkan 
observasi, tidak 
terdapat konstruksi 
sementara 

  √ 

  D.2.11 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan lingkungan 
kerja. 

Pengendalian operasi 
yang efektif untuk 
memastikan 
lingkungan kerja yang 
aman dan kondusif 
bagi pekerja, meliputi 
pengaturan area 
kerja agar bebas dari 
hambatan yang 
dapat menyebabkan 
kecelakaan, 

√   
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No 
No. 

Kriteria 
KRITERIA HASIL OBSERVASI 

KATEGORI TEMUAN 

Sesuai Minor Major 

pengendalian debu 
dan kebisingan, serta 
menyediakan 
ventilasi yang 
memadai 

  D.2.12 Penyedia Jasa 
menyediakan fasilitas 
bagi tenaga kerja 
seperti: Barak, Kantin, 
MCK yang memadai 
sesuai peraturan dan 
perundangan 

Tersedian fasilitas 
bagi tenaga kerja 
seperti barak, MCK, 
mushalla yang sudah 
tersedia sebelumnya 
dan tidak jauh dari 
area proyek, amun 
ada yang tidak ada 
seperti kantin 

 √  

  D.2.13 Penyedia Jasa 
melaksanakan program 
5R (Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat dan Rajin) 

Pelaksanaan program 
5R dengan mengatur 
area kerja agar selalu 
Ringkas 
(menghilangkan 
barang yang tidak 
diperlukan), Rapi 
(menyusun alat dan 
material pada 
tempatnya), Resik 
(menjaga kebersihan 
area kerja), Rawat 
(merawat alat dan 
fasilitas dengan baik), 
dan Rajin (konsisten 
menjaga praktik ini 
setiap hari). Kegiatan 
tersebut diawasi oleh 
Ahli K3 untuk 
membantu 
mengurangi potensi 
kecelakaan kerja 

√   

  D.2.14 Penyedia jasa telah 
melaksanakan 
pengukuran lingkungan 
kerja. 

Pengukuran 
lingkungan kerja 
dapat dipantau atau 
dilakukan 
pengukuran dengan 
cara safety patrol 
yang dilakukan setiap 
hari, mencakup 
kualitas udara, 
pencahayaan, suhu, 
dan getaran, untuk 
memastikan 
lingkungan kerja yang 
aman dan kondusif  

√   
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No 
No. 

Kriteria 
KRITERIA HASIL OBSERVASI 

KATEGORI TEMUAN 

Sesuai Minor Major 

  D.2.15 Penyedia Jasa membuat 
perencanaan dan 
melaksanakan program 
mengatasi limbah 
pekerjaan konstruksi 
seperti: sampah, sisa 
beton/ asphalt, puing-
puing, dll. 

Perencanaan dan 
pelaksanaan program 
mengatasi limbah 
dilakukan dengan 
kegiatan house 
keeping, kegiatan ini 
dilakukan sekali 
seminggu tepatnya 
pada setiap Hari 
Jum’at. Setelah hasil 
pengumpulan limbah 
barulah dihubungi 
truk sampah 
pengangkut sisa 
konstruksi 

√   

  D.2.16 Penyedia Jasa membuat 
prosedur penerimaan, 
penyimpanan, 
penggunaan dan 
pemusnahan material B3 
dengan sosialisai sesuai 
Lembar Data 
Keselamatan Bahan 
(LDKB/MSDS) 

Berdasarkan 
wawancara terhadap 
Ahli K3 tidak terdapat 
prosedur 
penerimaan, 
penyimpanan, 
penggunaan, dan 
pemusnahan 
material B3 

  √ 

  D.2.17 Penyedia Jasa membuat 
tempat penyimpanan 
sementara/ 
pembuangan limbah di 
lapangan sesuai 
peraturan perundangan 

Tidak ada tempat 
penyimpanan limbah 
di lapangan 

  √ 

  D.2.18 Penyedia Jasa 
mengangkut limbah 
sesuai peraturan 
perundangan. 

Dalam limbah operasi 
alat tidak ada limbah 
yang akan dibuang 
seperti bekas oli 
karena tidak 
menggunakan alat 
berat 

  √ 

  D.2.19 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan kesehatan 
kerja. 

Pada pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan 
kesehatan kerja 
melakukan Medical 
Check Up (MCU) 
sekali setahun 

√   

  D.2.20 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan 
perlindungan sosial 
tenaga kerja. 

Pengendalian 
perlindungan sosial 
tenaga kerja 
menerapkan BPJS 
Ketenagakerjaan 

√   
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No 
No. 

Kriteria 
KRITERIA HASIL OBSERVASI 

KATEGORI TEMUAN 

Sesuai Minor Major 

  D.2.21 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan 
keselamatan instalasi. 

Pengendalian 
perlindungan sosial 
tenaga kerja 
menerapkan BPJS 
Ketenagakerjaan 

√   

  D.2.22 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pemeliharaan sarana, 
prasarana, dan 
peralatan. 

Pada Ahli K3 sendiri 
dilakukan terhadap 
pemeliharaan 
peralatan APAR 

√   

  D.2.23 Penyedia jasa 
menyediakan alat 
pemadam api ringan 
pada lokasi pekerjaan. 

Penyediaan APAR 
yang sesuai dengan 
standar keselamatan 
di lokasi pekerjaan, 
terdapat beberapa 
titik area proyek yang 
di letakkan APAR 
seperti pada direksi 
keet dan tempat 
fabrikasi lantai 1 

√   

  D.2.24 Penyedia Jasa di dalam 
mengoperasikan alat 
berat di lapangan telah 
memiliki surat izin laik 
operasi (SILO) dan 
operator yang kompeten 
(memiliki SIO dan 
dilengkapi foto pekerja 
yang ditempel pada 
peralatan tersebut). 

Benar adanya untuk 
pengoperasian alat 
wajib memiliki SILO 
yang kompeten, 
namun pada proyek 
ini tidak 
menggunakan alat 
berat dan untuk itu 
tidak ada SILO yang 
dapat dibuktikan 

  √ 

  D.2.25 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengamanan lingkungan 
kerja. 

Pengendalian operasi 
pada pengaman 
lingkungan kerja 
berupa tanda 
peringatan dan 
penghalang untuk 
menghindari akses 
tidak sah, 
penerangan yang 
memadai, serta 
pangaturan lalu lintas  

√   

  D.2.26 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada inspeksi 
Keselamatan Konstruksi. 

Pengendalian yang 
dilakukan melalui 
laporan inspeksi 
keselamatan 
konstruksi setiap 
bulannya guna 
memastikan semua 
aspek pekerjaan 
berjalan sesuai 
standar keselamatan 

√   
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No 
No. 

Kriteria 
KRITERIA HASIL OBSERVASI 

KATEGORI TEMUAN 

Sesuai Minor Major 

  D.2.27 Penyedia Jasa 
melakukan inspeksi dan 
pemeliharaan alat secara 
berkala 

Inspeksi dilakukan 
secara rutin untuk 
memastikan 
peralatan kerja selalu 
dalam kondisi yang 
aman dan siap 
digunakan 

√   

  D.2.28 Penyedia Jasa 
menggunakan daftar 
simak (check list) pada 
saat melaksanakan 
inspeksi Keselamatan 
Konstruksi. 

Ya, menggunakan 
daftar simak pada 
saat melakukan 
inspeksi keselamatan 
konstruksi 

√   

  D.2.29 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengendalian rantai 
pasok. 

Pelaksanaan 
pengendalian operasi 
pada pengendalian 
rantai pasok 
melibatkan seleksi 
berdasarkan kriteria 
keselamatan seprti 
data LDKB/MSDS 
untuk material 
berbahaya 

  √ 

  D.2.30 Penyedia Jasa membuat 
prosedur penerimaan 
dan penyimpanan 
material 

Berdasarkan 
wawancara ada 
namun tidak ada 
bukti                
dokumen 

 √  

  D.2.31 Penyedia Jasa membuat 
prosedur pemindahan 
dan penggunaan 
material 

Berdasarkan 
wawancara ada 
namun tidak ada 
bukti                
dokumen 

 √  

  D.2.32 Penyedia Jasa 
melakukan pengendalian 
operasi pada 
pengelolaan rekayasa 
lalu lintas. 

Pengendalian 
rekayasa lau lintas 
merupakan suatu 
proses yang 
bertujuan untuk 
meningkatkan 
keamanan, efisiensi, 
dan kelancaran arus 
lalu lintas. Seperti 
jalur truk molen yang 
di arahkan  oleh 
pekerja lalu lintas ke 
lokasi proyek. 

√   

  D.2.33 Penyedia Jasa membuat 
rencana dan 
melaksanakan Tanggap 
Darurat (banjir, gempa 
bumi dan bencana alam 
lainnya). 

Rencana tanggap 
darurat dilakukan 
dengan pelatihan 
tanggap darurat pada 
proyek diikuti oleh 
staff HSE, mandor, 

√   
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No 
No. 

Kriteria 
KRITERIA HASIL OBSERVASI 

KATEGORI TEMUAN 

Sesuai Minor Major 

pekerja, dan security.  

  D.2.34 Penyedia Jasa 
menyediakan dan 
menyiapkan pertolongan 
pertama pada 
kecelakaan (P3K) serta 
Kotak P3K. 

Kotak P3k disedikan 
pada area yang 
mudah dan cepat 
dijangkau seperti 
pada direksi keet dan 
terdapat pada 
pembangunan lantai 
1. Pada kota P3K 
tersedia obat-obatan 
yang cukup lengkap 
dan terdapat 
keterangan obat-
obatan 

√   

  D.2.35 Penyedia Jasa dalam 
menghadapi kejadian 
kondisi darurat harus 
melaporkan kecelakaan 
berat, kasus kematian, 
dan kejadian berbahaya 
kepada pihak-pihak 
terkait. 

Berdasarkan hasil 
wawancara terhadap 
Ahli K3 tidak ada 
bukti dan kasus 
kecelakaan kerja 
selama proses 
pengerjaan 
berlangsung 

  √ 

E EVALUASI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI 

13 E.1 Pemantauan, pengukuran, dan evaluasi 

  E.1.1 Penyedia jasa melakukan 
pemantauan terkait 
pelaksanaan 
keselamatan konstruksi 
dan evaluasi kepatuhan. 

Pemantauan yang 
dilakukan secara 
berkala pada proyek 
pembangunan 
dengan cara inspeksi 
terhadap bangunan 
oleh staff HSE dan 
Ahli K3 seperti 
pengecekan  
scaffolding dan house 
keeping 

√   

  E.1.2 Penyedia jasa 
memastikan semua 
peralatan yang 
membutuhkan 
ketepatan dalam 
pengukuran di kalibrasi. 

Berdasarkan 
wawancara kalibrasi 
peralatan untuk 
memastikan bahwa 
semua peralatan 
yang memerlukan 
ketepatan dalam 
pengukuran, seperti 
alat survey yaitu 
theodolite, total 
station, dan auto 
level 

√   

  E.1.3 Penyedia jasa 
memastikan kinerja 
Keselamatan Konstruksi 

Kinerja keselamatn 
konstruksi dilakukan 
pengukuran sesuai 

√   
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No 
No. 

Kriteria 
KRITERIA HASIL OBSERVASI 

KATEGORI TEMUAN 

Sesuai Minor Major 

dilakukan pengukuran 
sesuai standar yang 
berlaku. 

standar yang dipandu 
dengan ahli survey 
yang telah memiliki 
sertifikat kalibrasi 

  E.1.4 Penyedia Jasa 
mendokumentasikan 
hasil pemantauan dan 
pengukuran 

Hasil dalam 
pemantauan 
dilakukan berupa 
proses inspeksi 
scaffolding dan house 
keeping 

√   

14 E.2 Audit Internal 

  

E.2.1 Penyedia jasa melakukan 
audit internal terkait 
penerapan keselamatan 
konstruksi 

Berdasarkan hasil 
wawancara terhadap 
Ahli K3 dan konsultan 
pengawas, tidak 
terjadi audit karena 
tidak bertepatan 
dengan jadwal 
pengauditan, karena 
penjadwalan audit 
dilakukan dua kali 
setahun  

  √ 

  

E.2.2 Hasil audit internal di 
dokumentasikan 

Tidak ada hasil audit 
yang dapat 
dibuktikan karena 
terkendala dalam 
waktu pengauditan 
yang tidak terjadi 

  √ 

15 E.3 Tinjauan manajemen 

  

E.3.1 Penyedia Jasa 
melakukan tinjauan 
manajemen 
keselamatan konstruksi 
untuk perbaikan 
berkelanjutan. 

Ada, namun belum 
dilakukan 
sepenuhnya 

 √  

TOTAL 
HASIL PRESENTASE 

67 
77,9% 

3 
3,5% 

16 
18,6% 

 

  Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang 

dilakukan diperoleh hasil penerapan SMKK pada Proyek Pembangunan 

Gedung Labor dan Lokal Kuliah Jurusan Seni Rupa (FBS) yang mengacu 

pada 5 elemen SMKK didapatkan hasil presentasikan kesesuaian sebesar 

77,9%, minor sebesar 3,5%, dan major sebesar 18,6%. Hasil persentase 

tersebut didapatkan dari total kategori temuan dibagi banyak kriteria 

yaitu 86 kriteria lalu dikalikan 100%. Jadi  tingkat ukur keberhasilan 



 

 
 

80 

penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk hasil 

penilaian penerapan 60 - 84% dikategorikan tingkat penilaian penerapan 

baik. Dapat dilihat berdasarkan tabel dan grafik berikut. 

Tabel 7. Hasil Presentase Tingkat Ukur Keberhasilan 

 

 

 

Kategori 
Temuan 

Persentase 

Sesuai 77,9% 

Minor 3,5% 

Major 18,6% 
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D. Hasil Observasi Daftar Simak Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan 

Konstruksi 

 Daftar simak pemantauan dan evaluasi keselamatan yang dilakukan 

berupa daftar checklist suatu dokumen yang digunakan dalam pengelolaan 

keselamatan dan kesehatan kerja di proyek konstruksi. Dokumen ini berfungsi 

sebagai instrumen untuk memantau, mengevaluasi, dan prosedur yang 

diterapkan selama proyek konstruksi berlangsung. 

1. Hasil Observasi Simak Pemantauan 

  Hasil observasi simak pemantauan didapatkan dari hasil 

wawancara dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. Hasil Observasi Simak Pemantauan 

1.  KESIAPAN  DOKUMEN  TEKNIS 

No Pertanyaan Ya/Ada 
Tidak/ 
Tidak 
ada 

Keterangan 

1 
Shop Drawing Pekerjaan Risiko 
besar 

√   
Diperlihatkan secara 
langsung denah 
proyek 

2 
Spesifikasi Teknis Pekerjaan 
Risiko Besar 

√   

Ada namun 
dokumen tidak 
diperlihatkan karena 
tidak ada di lokasi 
proyek 

3 
Struktur Organisasi beserta 
Ringkasan Tugas, Tanggung 
Jawab dan Kewenangan 

√   
Struktur organisasi 
ditempelkan dalam 
ruangan direksi keet 

4 
Perhitungan Struktur Pekerjaan 
Risiko besar 

√   

Ada namun 
perhitungan struktur 
pekerjaan tidak 
dapat diperlihatkan  

5 
Perhitungan kapasitas Formwork 
dan Falsework Pekerjaan Risiko 
besar 

√   

Ada namun 
berdasarkan 
wawancara 
perhitungan 
kapasitas pekerjaan 
tidak dapat 
diperlihatkan kepada 
sembarangan orang 

6 Kurva S √   

Kurva S digunakan 
gambaran diagram 
biasanya dipakai saat 
mengestimasikan 
biaya konstruksi 
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7 

Data Monitoring Pergerakan 
Pekerjaan yang memiliki Risiko 
besar (Positioning, Settlement, 
Defleksi) 

√   

Ada, seperti data 
positioning yang 
dikumpulkan oleh 
surveyor, data 
settlement dipagang 
oleh site manager, 
dan data defleksi 
dipegang oleh tim 
quality control. 
Namun data 
tersebut tidak dapat 
diperlihatkan 

2.  MEMENUHI  KETENTUAN  KESELAMATAN  KONSTRUKSI 

No Pertanyaan Ya/Ada 
Tidak/ 
Tidak 
ada 

Keterangan 

1 
Dokumen RKK ada di Pekerjaan 
Konstruksi 

√   
Ada, dokumen dapat 
diperlihatkan oleh 
proyek konstruksi 

2 
Daftar Risk Register Pekerjaan 
Risiko besar 

√   
Ada, daftar rist 
register berupa 
IBPRP 

3 Laporan SMKK Bulanan √   

Ada laporan setiap 
bulannya dirangkum 
dalam bentuk 
Laporan Bulanan 
K3LH 

4 
Izin Kerja (Work Permit) 
Pekerjaan Risiko besar 

√   

Ada, dokumen 
dikeluarkan oleh 
supervisor kepada 
mandor 

5 
Terdapat JSA yang diturunkan 
dari Metode Pekerjaan 

√   
Ada, namun 
dokumen tidak 
dapat dibagikan 

3.  MENGGUNAKAN  TENAGA  KERJA  KOMPETEN  BERSERTIFIKAT 

No Pertanyaan Ya/Ada 
Tidak/ 
Tidak 
ada 

Keterangan 

1 Tenaga Ahli √   
Terdapat 1 orang 
Ahli K3 

2 
Tenaga Terampil pada Pekerjaan 
Risiko besar 

√   Terdapat  3 orang 

3 Operator Alat Berat  √ 

Tidak ada tega ahli 
karena proses 
pembangunan tidak 
menggunakan alat 
berat 

4.  MENGGUNAKAN  PERALATAN  YANG  MEMENUHI  STANDAR  KELAIKAN 
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No Pertanyaan Ya/Ada 
Tidak/ 
Tidak 
ada 

Keterangan 

1 Alat Berat Memiliki SILO   √ 
Tidak menggunakan 
alat berat 

2 
Perhitungan Kapasitas Alat 
Angkat (lifting plan) 

  √ 
Tidak menggunakan 
alat berat 

5.  MENGGUNAKAN  MATERIAL  YANG  MEMENUHI  STANDAR  MUTU 

No Pertanyaan Ya/Ada 
Tidak/ 
Tidak 
ada 

Keterangan 

1 
Laporan Uji Material (Tanah, 
Aspal, Semen, Baja) 

√   
Ada laporan uji 
material seperti besi 
dan beton 

6.  MENGGUNAKAN  TEKNOLOGI  YANG  MEMENUHI  STANDAR  KELAIKAN 

No Pertanyaan Ya/Ada 
Tidak/ 
Tidak 
ada 

Keterangan 

1 
Teknologi yang Digunakan Tidak 
Pernah Kecelakaan 

√   

Berdasarkan 
wawancara 
teknologi yang 
digunakan seperti 
penggunaan 
theodolite, total 
station, dan auto 
level 

2 
Langkah Metode Kerja terdapat 
di dalam Izin Kerja 

√   

Untuk langkah 
metode yang 
digunakan terdapat 
dalam izin kerja 
(work permit), untuk 
dokumen 
pendukung tidak 
dapat diperlihatkan 

7.  MELAKSANAKAN  STANDAR  OPERASI  DAN  PROSEDUR  (SOP) 

No Pertanyaan Ya/Ada 
Tidak/ 
Tidak 
ada 

Keterangan 

1 SOP Pemberian Izin Kerja √  

Ada namun 
dokumen tidak 
dapat dibagikan 
karena bersifat 
rahasia  

2 
SOP Persetujuan Sebelum 
Pelaksanaan Pekerjaan 

√  

Ada namun 
dokumen tidak 
dapat dibagikan 
karena bersifat 
rahasia  
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3 SOP Pengawasan Pekerjaan √  

Ada namun 
dokumen tidak 
dapat dibagikan 
karena bersifat 
rahasia  

4 
SOP Persetujuan setelah 
pelaksanaan Pekerjaan 

√  

Ada namun 
dokumen tidak 
dapat dibagikan 
karena bersifat 
rahasia  

5 SOP Pengecekan Alat Berat  √ 
Tidak menggunakan 
alat berat 

  Berdasarkan daftar observasi berupa format checklist simak 

pemantauan yang dilakukan terdapat beberapa ketentuan yang tidak 

terpenuhi, salah satunya pada poin “Paralatan yang Memenuhi Standar 

Kelaiakan”. Proses pembangunan yang tidak menggunakan alat berat 

dikarenakan lokasi proyek tidak cukup luas untuk mengoperasikan alat 

berat di area proyek. Sehingga pengerjaan dilakukan secara manual oleh 

pekerja. 

2. Hasil Observasi Evaluasi Keselamatan Konstruksi  

Tabel 9. Hasil Observasi Evaluasi Keselamatan Konstruksi 
 

KONDISI  YANG  BERBAHAYA TINDAKAN  YANG  BERBAHAYA 

Pengamanan tidak sempurna 
pada alat  
(tidak terdapat safety ) 

(Check 
List) 
√ / x 

  
(Check 
List) 
√ / x 

D1 Peralatan X E1 Melakukan pekerjaan 
tanpa wewenang, lupa 
mengamankan, lupa 
memberi 
tanda/peringatan 

X 

D2 Peralatan/bahan yang 
tidak sesuai peruntukan 

X E2 Bekerja dengan 
kecepatan berbahaya 

X 

D3 Kecacatan, 
ketidaksempurnaan 
(kondisi tidak semestinya, 
misalnya: kasar, licin, 
tajam, 
timpang, aus, retak, rapuh, 
dan lain-lain). 

X E3 Membuat alat 
pengaman  tidak 
berfungsi (melepaskan,  
mengubah, dan lain-
lain). 

X 
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KONDISI  YANG  BERBAHAYA TINDAKAN  YANG  BERBAHAYA 

D4 Pengaturan prosedur yang 
tidak aman (misalnya: 
penyimpanan, peletakan 
yang tidak aman, di luar 
batas kemampuan, 
pembebanan lebih, faktor 
psikososial, dan lain-lain). 

X E4 Memakai peralatan yang  
tidak aman, tanpa 
peralatan. 

X 

D5 Penerapan tidak sempurna 
(kurang cahaya, silau, dan 
lain- lain). 

X E5 Memuat, membongkar, 
menempatkan, 
mencampur, 
menggabungkan dan 
sebagainya dengan tidak 
aman (proses produksi). 

X 

D6 Ventilasi tidak sempurna 
(pergantian udara segar 
yang kurang). 

X E6 Mengambil posisi atau 
sikap tubuh tidak aman 
(ergonomi). 

X 

D7 Iklim kerja yang tidak 
aman (suhu udara yang 
terlalu tinggi,, kelembaban 
udara yang berbahaya, 
faktor biologi, dan 
lainlain). 

X E7 Bekerja pada objek yang 
berputar atau berbahaya 
( misalnya 
membersihkan, 
mengatur, memberi 
pelumas, dan lain-lain). 

X 

D8 Tekanan udara yang tidak 
aman (tekanan udara yang 
tinggi dll). 

X 

    

 

D9 Getaran yang berbahaya 
(getaran frekuensi rendah, 
dan 
lain-lain). 

X 

    

 

D10 Bising (suara yang 
intensitasnya melebihi 
nilai ambang batas). 

X 

    

 

D11 Pakaian, kelengkapan yang 
tidak aman (APD tidak 
sesuai standar). 

X 

    

 

D12 Kejadian berbahaya 
lainnya (bergerak atau 
berputar terlalu lambat, 
peluncuran benda, 
ketel/tangki melendung, 
konstruksi retak, korosi, 
dan lain lain). 

X      

  Berdasarkan hasil observasi berupa format checklist evaluasi 

keselamatan konstruksi didapatkan bahwa kondisi dan tindakan 

berbahaya tidak terjadi pada lingkup proyek pembangunan sehingga total 

presentasi sangat baik dalam pengimplementasiannya. 
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E. Pembahasan Hasil Lembar Pemeriksaan SMKK 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan lembar SMKK didapatkan bahasan SMKK 

pada Proyek Pembangunan Gedung Labor dan Lokal Kuliah Jurusan Seni Rupa 

(FBS) yang dilakukan dengan berbagai macam program dan kegiatan K3 

dilakukan pada proyek sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan dokumen teknis 

audit internal SMKK antara lain: 

A.  Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Dalam Keselamtan Konstruksi 

A.1 Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Internal dan Eksternal 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK, yaitu:  

A.1.1 Penyedia Jasa telah menetapkan isu-isu internal dan eksternal     

yang dapat memengaruhi penerapan SMKK dengan dukungan 

dari kebijakan perusahaan. Ini menunjukkan adanya komitmen 

manajemen untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berpotensi memengaruhi keselamatan konstruksi.  

A.1.2 Struktur organisasi pengelola SMKK telah ditetapkan sesuai 

persyaratan peraturan, dengan persetujuan resmi dari pihak 

manajemen. Ini memastikan bahwa organisasi yang terbentuk 

memiliki legalitas dan kesiapan dalam menjalankan 

pengelolaan keselamatan konstruksi. Struktur organisasi dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

A.1.3 Penyedia Jasa telah menyesuaikan ukuran tim pengelola SMKK 

dengan skala proyek yang sedang dilaksanakan, sehingga 

sumber daya manusia yang terlibat sesuai kebutuhan proyek 

dan tingkat risiko keselamatan kerja. 

A.1.4 Penyedia Jasa telah menunjuk penanggung jawab SMKK yang 

kompeten dalam bidangnya masing-masing. Hal ini menjamin 

bahwa pengelolaan keselamatan konstruksi ditangani oleh 

orang yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang 

sesuai. 
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A.1.5 Penyedia Jasa telah menetapkan secara tertulis susunan 

organisasi serta tugas dan tanggung jawab masing-masing 

personel dalam pengelolaan SMKK. Dengan adanya dokumen 

tertulis ini, seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab 

mereka, sehingga pengelolaan keselamatan konstruksi dapat 

berjalan lebih efektif dan terstruktur. 

A.2 Komitmen Keselamatan Konstruksi 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

A.2.1 Adanya kebijakan ini menunjukkan komitmen Penyedia Jasa 

dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja melalui 

dokumen formal, yang menjadi dasar penerapan keselamatan 

di lapangan. Kebijakan keselamatan konstruksi dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

A.2.2Penandatanganan oleh Direktur Utama memperlihatkan 

dukungan dari level tertinggi manajemen, yang memperkuat 

keseriusan dalam penerapan kebijakan keselamatan.  

A.2.3 Beragam metode komunikasi ini menunjukkan bahwa kebijakan 

keselamatan disampaikan dengan cara yang mudah diakses 

oleh semua pihak, sehingga mereka lebih memahami dan 

mematuhi aturan keselamatan yang berlaku. 

A.2.4 Dengan mencantumkan nilai-nilai tersebut dalam dokumen 

resmi, Penyedia Jasa menegaskan komitmen perlindungan 

menyeluruh terhadap risiko yang mungkin muncul dalam 

kegiatan konstruksi.  
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A.2.5 Kehadiran pimpinan dalam safety meeting menunjukkan 

kepedulian manajemen atas partisipasi pekerja dan mendorong 

keterlibatan aktif mereka dalam menjaga keselamatan di lokasi 

kerja. 

A.2.6 Pelaporan ini menjadi cara untuk memonitor dan mengukur 

kinerja SMKK secara teratur, memastikan bahwa semua target 

keselamatan tercapai dan program berjalan sesuai rencana. 

A.2.7 Konsultasi secara berkesinambungan memungkinkan pekerja 

untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait 

keselamatan kerja, dan adanya bukti kehadiran rapat 

mendukung dokumentasi pelaksanaan konsultasi. 

B.  Perencanaan Keselamatan Konstruksi 

B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian, dan Peluang 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK, dengan didukung oleh dokuemn 

IBPRP yang terdapat pada Lampiran 3  yaitu: 

B.1.1 Proses ini memastikan bahwa setiap potensi bahaya dalam 

proyek dapat diidentifikasi dan dikendalikan, dan peluang 

perbaikan keselamatan dapat dioptimalkan. 

B.1.2 Data kecelakaan berfungsi sebagai informasi dasar untuk 

evaluasi kinerja keselamatan dan sebagai referensi dalam 

perbaikan sistem keselamatan kerja. Berdasarkan laporan 

inspeksi yang didapatkan dari proyek dapat dicontohkan seperti 

pada bulan September 2024, yang mana hasilnya nihil 

kecelakaan begitupun dengan masa pelaksanaan tidak terdapat 

kecelakaan kerja. Bentuk laporan inspeksi dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

B.1.3 Tindakan ini menunjukkan adanya evaluasi terhadap sistem 

keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di 

masa depan. 
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B.1.4 Dokumentasi yang lengkap ini memastikan bahwa proses 

keselamatan konstruksi sesuai dengan peraturan dan dapat 

diaudit untuk kepatuhan terhadap standar keselamatan. 

B.1.5 Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi bahaya yang 

lebih spesifik dan menentukan langkah-langkah mitigasi yang 

sesuai sebelum pekerjaan dilaksanakan, sehingga risiko dapat 

diminimalkan secara efektif. 

B.2 Rencana Tindakan (Sasaran dan Program) 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK, dengan didukung oleh dokumen 

rencana tindakan sasaran khusus dan program khusus yang terdapat 

pada Lampiran 5 yaitu: 

B.2.1 Dengan menetapkan sasaran pada setiap fungsi dan tahapan 

pekerjaan, Penyedia Jasa memastikan bahwa aspek 

keselamatan menjadi fokus utama di setiap bagian proyek. 

Dokumen RKK yang memuat sasaran ini berfungsi sebagai 

panduan operasional yang jelas bagi semua pihak yang terlibat 

dalam proyek, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan 

dan meningkatkan keselamatan kerja secara keseluruhan. 

B.2.2 Konsistensi antara sasaran dan kebijakan keselamatan 

memastikan bahwa semua upaya keselamatan selaras dengan 

komitmen perusahaan. Selain itu, sasaran yang dapat diukur 

memungkinkan Penyedia Jasa untuk memantau dan 

mengevaluasi pencapaian tujuan keselamatan secara objektif, 

sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan secara 

tepat waktu. 

B.2.3 Dengan menetapkan sasaran berdasarkan perencanaan, 

Penyedia Jasa memastikan bahwa tujuan keselamatan 

didasarkan pada analisis risiko dan kebutuhan spesifik proyek. 

Lampiran rencana tindakan dan program ini menyediakan 
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detail langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai 

sasaran tersebut, sehingga meningkatkan efektivitas 

implementasi keselamatan di lapangan. 

B.2.4 Komunikasi yang rutin dan terjadwal seperti safety talk 

memastikan bahwa semua karyawan dan pekerja konstruksi 

selalu mengingat dan memahami sasaran keselamatan yang 

telah ditetapkan. Hal ini membantu dalam membangun budaya 

keselamatan yang kuat dan meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya keselamatan di lokasi kerja. Dokumentasi hasil 

observasi dapat dilihat pada Lampiran 12 Gambar 23. 

B.2.5 Evaluasi rutin terhadap sasaran keselamatan memungkinkan 

Penyedia Jasa untuk menilai efektivitas program keselamatan 

yang telah diterapkan. Dengan merekap hasil evaluasi secara 

bulanan, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu 

diperbaiki dan memastikan bahwa sasaran keselamatan tetap 

relevan dan tercapai sesuai dengan rencana. 

B.2.6 Program keselamatan yang spesifik, seperti pemasangan 

spanduk dan slogan K3, berfungsi sebagai pengingat visual yang 

konsisten akan pentingnya keselamatan di lingkungan kerja. 

Program ini membantu meningkatkan kesadaran dan motivasi 

pekerja untuk mematuhi praktik keselamatan yang telah 

ditetapkan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan insiden 

di lokasi konstruksi. Dokumentasi hasil observasi dapat dilihat 

pada Lampiran 15. 

B.2.7 Penegasan penggunaan APD merupakan langkah penting dalam 

memastikan bahwa program keselamatan tidak hanya 

ditetapkan secara teori, tetapi juga diimplementasikan secara 

praktis di lapangan. Kepatuhan terhadap penggunaan APD 

membantu melindungi pekerja dari potensi bahaya dan 
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menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Hasil 

observasi dapat dilihat pada Lampiran 12 Gambar 30. 

B.3 Standar dan Peraturan 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

B.3.1 Dengan mengikuti standar dan peraturan keselamatan 

konstruksi dalam penerapan SMKK, Penyedia Jasa 

menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang aman dan sesuai regulasi. Penerapan ini memastikan 

bahwa proyek berjalan dengan mematuhi semua ketentuan 

yang relevan, mengurangi risiko kecelakaan kerja. 

B.3.2 Menetapkan standar APD dan APK serta melakukan inspeksi 

rutin menunjukkan upaya proaktif dalam memastikan 

perlindungan optimal bagi pekerja. Langkah ini menjaga agar 

APD dan APK selalu dalam kondisi layak pakai dan efektif dalam 

melindungi pekerja dari potensi bahaya di lokasi proyek. 

B.3.3 Tidak adanya daftar dan proses perpanjangan izin, lisensi, dan 

sertifikat yang terstruktur dapat mengakibatkan potensi 

keterlambatan dalam memenuhi persyaratan legal, yang 

berisiko pada kepatuhan dan kelancaran pelaksanaan proyek. 

Penyedia Jasa disarankan untuk segera menyusun dan 

memelihara daftar ini untuk memastikan kelengkapan dan 

keaktifan dokumen perizinan dan sertifikasi yang diperlukan. 

C.  Dukungan Keselamatan Konstruksi 

C.1 Sumber Daya 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

C.1.1 Dengan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten 

serta APD dan peralatan keselamatan sesuai standar, Penyedia 

Jasa menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan 
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kerja yang aman dan efisien. Penyediaan sumber daya ini 

penting untuk menjalankan SMKK secara efektif dan 

berkesinambungan di seluruh tahapan proyek. 

C.1.2 Penyediaan sarana dan prasarana ini memperlihatkan 

keseriusan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di lokasi 

proyek. Mobil pick-up mempermudah mobilisasi peralatan 

keselamatan, fasilitas cuci tangan mendukung kebersihan dan 

kesehatan pekerja, sedangkan peralatan pemadam kebakaran 

dan penanda keselamatan membantu dalam pengendalian 

risiko kebakaran dan kecelakaan di lokasi kerja. 

C.1.3 Pengalokasian biaya dalam RAB Penawaran menunjukkan 

bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja telah 

diperhitungkan dalam anggaran proyek sejak awal. Langkah ini 

menunjukkan perhatian Penyedia Jasa terhadap pentingnya 

keselamatan konstruksi dan memastikan bahwa anggaran 

untuk kegiatan terkait keselamatan sudah dipersiapkan dan 

siap digunakan sesuai kebutuhan di lapangan. 

C.2 Kompetensi 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

C.2.1 Ketersediaan personil K3 yang kompeten sangat penting untuk 

memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

diterapkan secara efektif di lapangan, karena mereka memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menangani aspek-aspek keselamatan konstruksi. 

C.2.2 Adanya petugas K3 yang bersertifikat menunjukkan bahwa 

Penyedia Jasa mematuhi standar keselamatan konstruksi 

dengan memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab 

telah melalui pelatihan resmi dan mendapatkan pengakuan 

kompetensi. 
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C.2.3 Pelatihan bagi petugas tanggap darurat sangat penting untuk 

mempersiapkan respons cepat dalam situasi darurat, yang 

dapat membantu mengurangi dampak cedera atau kecelakaan 

di lokasi proyek. 

C.2.4 Pelatihan P3K bagi petugas dan pekerja memastikan kesiapan 

semua pihak untuk memberikan bantuan pertama jika terjadi 

kecelakaan. Ini adalah langkah penting dalam mitigasi cedera di 

tempat kerja dan menunjukkan komitmen Penyedia Jasa 

terhadap keselamatan pekerja. 

C.2.5 Mempekerjakan pekerja bersertifikat sesuai bidangnya 

menunjukkan bahwa Penyedia Jasa memastikan kualifikasi yang 

tepat pada setiap posisi. Hal ini membantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi yang aman dan berkualitas tinggi, karena 

pekerja yang kompeten mampu menjalankan tugas dengan 

baik sesuai prosedur keselamatan  

C.3 Kepedulian 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

C.3.1 Sosialisasi yang beragam, seperti pelatihan, briefing harian, dan 

papan informasi, membantu memastikan bahwa setiap pekerja 

di proyek memahami kebijakan keselamatan dan target yang 

harus dicapai. Ini penting agar pekerja dapat menerapkan 

tindakan pencegahan dan memenuhi standar keselamatan 

selama pelaksanaan konstruksi. 

C.3.2 Melakukan toolbox meeting dan safety talk sebagai analisis 

kebutuhan pelatihan adalah pendekatan praktis untuk 

memahami kompetensi yang dibutuhkan pekerja berdasarkan 

situasi dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. 

Kegiatan ini membantu Penyedia Jasa menyesuaikan materi 

pelatihan agar relevan dan efektif dalam meningkatkan 
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keterampilan serta pemahaman pekerja terhadap keselamatan 

kerja. 

C.4 Komunikasi 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

C.4.1 Penyedia Jasa telah menetapkan prosedur komunikasi 

keselamatan yang terstruktur dengan menggunakan papan 

informasi K3. Ini memastikan bahwa informasi terkait 

keselamatan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh pekerja 

dan pihak terkait di lokasi proyek, sehingga meningkatkan 

kesadaran keselamatan dan keterlibatan semua orang dalam 

upaya menjaga keselamatan kerja. 

C.4.2 Jadwal komunikasi keselamatan yang teratur, seperti safety 

inductionyang dilakukan setiap ada pekerja baru masuk, safety 

talk mingguan, dan toolbox meeting harian, memastikan bahwa 

pekerja selalu terinformasi dan diingatkan akan aspek-aspek 

keselamatan kerja yang penting. Ini membantu mencegah 

kecelakaan dan menjaga konsistensi dalam pelaksanaan 

prosedur keselamatan di lapangan selama proyek berlangsung. 

C.5 Informasi Terdokumentasi 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

C.5.1 Penyedia Jasa mempunyai manual, prosedur, gambar kerja, 

Instruksi Kerja, dan dokumen yang diperlukan di tempat kerja 

sejenisnya. Terdapat gambar kerja yang ditempelkan pada 

setiap lantai proyek pembangunan untuk memudahkan akses 

semua orang, terdapat Prosedur dan instruksi kerja yang jelas 

dan terperinci disediakan untuk memastikan semua pekerja 

memahami langkah-langkah keselamatan yang harus diikuti. 
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D.  Operasi Keselamatan Konstruksi 

D.1 Perencanaan Keselamatan Konstruksi 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

D.1.1 Setiap tahapan pekerjaan dilengkapi dengan penanggung jawab 

yang memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur keselamatan yang telah ditentukan. Ini memastikan 

bahwa setiap aktivitas di lapangan mengikuti standar 

keselamatan yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko 

kecelakaan. 

D.1.2 Penyedia Jasa menyediakan prosedur dan instruksi kerja yang 

jelas dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan 

pekerja memahami langkah-langkah keselamatan yang harus 

diterapkan. Ini mencakup penggunaan APD, penanganan 

keadaan darurat, dan pengelolaan bahan berbahaya, yang 

semuanya sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja 

selama pekerjaan konstruksi. 

D.1.3 Penyedia Jasa telah mengimplementasikan langkah-langkah 

pengendalian risiko dengan melakukan identifikasi dan analisis 

bahaya secara menyeluruh pada setiap tahap pekerjaan. 

Pengendalian ini meliputi penggunaan APD, prosedur kerja 

aman, dan sistem pengaman untuk mengurangi potensi bahaya 

yang dapat terjadi di lapangan. 

D.1.4 Penyedia Jasa telah menerapkan pengendalian risiko dengan 

cara mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil tindakan 

preventif sebelum bahaya terjadi. Ini termasuk penggantian 

bahan atau proses yang berbahaya dengan yang lebih aman, 

serta penggunaan APD yang memadai sebagai bagian dari 

langkah mitigasi keselamatan. 
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D.2 Pengendalian Operasi 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

D.2.1 Pengendalian komunikasi di lokasi proyek ini tidak memerlukan 

prosedur pengoperasian alat berat, karena proyek ini tidak 

melibatkan penggunaan alat berat. Jadi, perhatian lebih banyak 

difokuskan pada risko yang berkaitan dengan kondisi 

lingkungan proyek, penggunaan perancah (scaffolding), dan 

kondisi cuaca yang kadang tidak menentu selama pelaksanaan 

konstruksi di mulai. 

D.2.2 Karena proyek ini tidak menggunakan alat berat atau 

melibatkan pekerjaan berisiko tinggi, tidak ada surat izin 

berisiko tinggi yang diperlukan. Biasanya surat izin ini dibuat 

untuk pekerjaan yang memerlukan pengoperasian alat berat. 

D.2.3 JSA membantu memastikan semua bahaya potensial sudah 

teridentifikasi dan langkah pencegahan sudah siap sebelum 

pekerjaan dimulai. Intinya, JSA membuat proses kerja jadi lebih 

aman dan terkontrol, jadi tidak cuma asal kerja, tapi semua 

tahapan udah punya kontrol risiko yang jelas dan bisa dipantau 

selama operasi. 

D.2.4 Berdasarkan wawancara dengan pihak penyedia jasa, tidak ada 

prosedur pengoperasian alat yang terdokumentasi karena tidak 

ada alat berat yang digunakan dalam proyek ini. 

D.2.5 Karena proyek ini tidak melibatkan penggunaan alat angkat 

atau alat berat lainnya seperti girder lounching, maka 

perencanaan angkat (lifting plan) tidak diperlukan. 

D.2.6 Mengingat proyek ini tidak menggunakan alat berat, tidak ada 

pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan APK dan 

APD terkait alat berat. 
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D.2.7 APD dan APK yang disediakan mencakup helm safety, safety 

shoes, rompi, body harness, sarung tangan, safety glasess, ear 

muff, dan ear plug. Informasi ini biasanya tercatat dalam 

Rencana K3 (RKK).Hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 

15. 

D.2.8 Penempatan rambu-rambu ini bertujuan untuk memberi 

peringatan kepada pekerja tentang potensi bahaya di sekitar 

area proyek. Hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 14. 

D.2.9 Mengingat lokasi proyek yang aman dan tidak ada potensi 

bahaya lingkungan yang signifikan, tidak diperlukan konstruksi 

sementara seperti turap atau kisdam. 

D.2.10 Karena pekerjaan konstruksi jembatan tidak termasuk dalam 

proyek ini, tidak ada pembuatan konstruksi sementara seperti 

perancah atau girder lounching yang diperlukan. 

D.2.11 Penyedia jasa memastikan bahwa lingkungan kerja diatur 

dengan baik untuk meminimalkan potensi kecelakaan, menjaga 

kualitas udara, dan mengurangi risiko paparan debu serta 

kebisingan yang berlebihan. 

D.2.12 Meskipun fasilitas dasar seperti tempat istirahat dan 

kebersihan telah disediakan, masih ada kekurangan dalam hal 

fasilitas kantin yang seharusnya memenuhi kebutuhan pekerja. 

Hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 13 Gambar 33. 

D.2.13 Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang lebih aman dan terorganisir, yang dapat mengurangi risiko 

kecelakaan kerja. Keberhasilan program ini juga bergantung 

pada kepatuhan pekerja terhadap standar keselamatan yang 

ditetapkan. Hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 16 

Gambar 36. 

D.2.14 Pengukuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi 

lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan 
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keselamatan pekerja, serta memastikan bahwa semua 

parameter sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. 

D.2.15 Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaga kebersihan dan 

keamanan lingkungan proyek dengan mengelola limbah secara 

teratur, yang juga mencegah penumpukan material yang bisa 

menimbulkan bahaya. Hasil observasi dapat dilihat pada 

Lampiran 12 Gambar 25 dan 26. 

D.2.16 Berdasarkan wawancara dengan Ahli K3, tidak ada prosedur 

formal terkait material B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), 

yang seharusnya disosialisasikan melalui LDKB/MSDS. 

D.2.17 Tempat penyimpanan limbah yang sesuai dengan regulasi 

perundangan belum disediakan di lokasi proyek, yang dapat 

meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. 

D.2.18 Karena tidak ada penggunaan alat berat dalam proyek ini, 

tidak ada limbah berbahaya yang perlu diangkut atau dibuang. 

D.2.19 Program kesehatan ini bertujuan untuk memantau kondisi 

fisik pekerja, sehingga masalah kesehatan dapat segera 

diidentifikasi dan ditangani. 

D.2.20 Semua pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk 

memastikan perlindungan dalam hal kecelakaan kerjaatau 

risiko lainnya yang dapat terjadi selama masa kerja di proyek. 

Hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 9. 

D.2.21 Untuk keselamatan tenaga kerja, penerapan BPJS  

Ketenagakerjaan digunakan untuk memberikan perlindungan 

sosial yang sesuai. 

D.2.22 Pemeliharaan alat keselamatan seperti Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR) diatur dan diawasi oleh Ahli K3 untuk 

memastikan kelayakan dan fungsinya di lapangan. Hasil 

observasi dapat dilihat pada Lampiran 13 Gambar 31. 
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D.2.23 Penyediaan APAR di titik-titik strategis untuk memastikan 

pekerja dapat mengaksesnya dalam keadaan darurat, sesuai 

dengan standar keselamatan yang ditetapkan. 

D.2.24 Meskipun prosedur pengoperasian alat berat memerlukan 

SILO dan SIO yang kompeten, proyek ini tidak menggunakan 

alat berat, sehingga tidak ada bukti terkait SILO. 

D.2.25 Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan keselamatan 

pekerja dan mencegah kecelakaan dengan menjaga akses dan 

pergerakan di area proyek tetap terorganisir dan aman. 

D.2.26 Inspeksi rutin dilakukan untuk memantau dan memastikan 

bahwa pekerjaan yang berlangsung sesuai dengan standar 

keselamatan yang ditetapkan, dan masalah yang ditemukan 

segera ditangani. 

D.2.27 Pemeliharaan dan inspeksi alat secara berkala dilakukan untuk 

menjaga peralatan tetap dalam kondisi optimal dan 

menghindari kegagalan atau kerusakan yang bisa 

membahayakan pekerja. 

D.2.28 Daftar simak (checklist) membantu memastikan bahwa semua 

aspek keselamatan diperiksa dengan teliti selama inspeksi, dan 

tidak ada yang terlewat. Hasil observasi dapat dilihat pada 

Lampiran 7. 

D.2.29 Pengelolaan rantai pasok sangat penting untuk memastikan 

bahwa material yang digunakan aman, terutama material 

berbahaya, dengan mengikuti pedoman keselamatan yang 

ditetapkan. 

D.2.30 Prosedur ini perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat 

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. 
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D.2.31 Sama seperti pada prosedur penerimaan dan penyimpanan 

material, prosedur ini harus ada dokumentasi yang jelas untuk 

mematuhi standar keselamatan yang berlaku. 

D.2.32 Pengaturan lalu lintas di lokasi proyek sangat penting untuk 

menjaga kelancaran dan keamanan, terutama terkait 

pergerakan kendaraan berat di sekitar area proyek.Hasil 

observasi dapat dilihat pada Lampiran 13 gambar 34. 

D.2.33 Pelatihan tanggap darurat dilakukan untuk mempersiapkan 

pekerja dan pihak terkait dalam menghadapi kemungkinan 

bencana alam atau situasi darurat lainnya. 

D.2.34 Penyediaan kotak P3K yang lengkap dan mudah diakses sangat 

penting untuk menangani kecelakaan yang mungkin terjadi di 

lokasi proyek. Hasil observasi dapat dilihat pada Lampiran 13 

Gambar 32. 

D.2.35 Tidak adanya kejadian kecelakaan menunjukkan bahwa 

prosedur keselamatan kerja berjalan dengan baik, namun 

penting untuk selalu siap melaporkan setiap kejadian darurat 

kepada pihak terkait. 

E.  Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi 

E.1 Pemantauan, Pengukuran, dan Evaluasi 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

E.1.1 Pemantauan keselamatan dilakukan untuk memastikan bahwa 

area kerja dan struktur bangunan aman dan sesuai dengan 

standar keselamatan yang ditetapkan. Proses ini juga 

mencakup evaluasi kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. 

E.1.2 Kalibrasi alat ukur penting untuk memastikan hasil pengukuran 

yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga kualitas pekerjaan 

konstruksi tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. 
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E.1.3 Pengukuran kinerja keselamatan dilakukan dengan mengacu 

pada standar keselamatan yang relevan dan diawasi oleh ahli 

yang memiliki kualifikasi sertifikasi kalibrasi, guna memastikan 

kesesuaian dengan prosedur keselamatan yang ditetapkan. 

E.2 Audit Internal 

 Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa 

kriteria dalam penerapan SMKK yaitu: 

E.2.1 Meskipun penjadwalan audit internal telah diatur untuk 

dilaksanakan dua kali setahun, pada saat observasi, audit tidak 

dilakukan sesuai jadwal, sehingga belum ada kegiatan audit 

terkait keselamatan konstruksi yang terverifikasi. 

E.2.2 Karena audit internal keselamatan konstruksi tidak 

dilaksanakan, maka tidak ada dokumen atau laporan hasil audit 

yang dapat diperoleh atau diverifikasi untuk evaluasi 

keselamatan pada proyek tersebut. 

E.3 Tinjauan Manajemen 

Pada sub elemen ini penyedia jasa telah memenuhi beberapa kriteria 

dalam penerapan SMKK yaitu: 

E.3.1 Meskipun tinjauan manajemen keselamatan sudah ada sebagai 

bagian dari proses untuk perbaikan berkelanjutan, tinjauan 

tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan atau belum 

mencakup semua aspek yang diperlukan untuk meningkatkan 

keselamatan konstruksi di proyek tersebut. 
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F. Pembahasan Hasil Observasi Simak Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan 

Konstruksi 

1. Kesiapan Dokumen Teknis 

a. Dokumen shop drawing tentu ada pada setiap pelaksanaan 

pekerjaan, shop drawing berfungsi sebagai panduan dalam proses 

konstruksi, didalamnya shop drawing menyajikan detail denah proyek 

secara lengkap, termasuk tata ruang, dimendi, dan lokasi elemen 

penting. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan setiap 

lantai bangunan ditempelkan denah perlantainya untuk 

memudahkan pekerja dan orang yang berkepentingan sebagai 

petunjuk arah.  

b. Dokumen spesifikasi teknis merupakan dokumen yang mengatur 

detail teknis pelaksanaan pekerjaan dengan menguraikan pekerjaan 

yanga akan dilakukan dan tahapan-tahapan pentingnya. Berdasarkan 

hasil wawancara dokumen tersebut ada namun tidak dapat dibagikan 

karena merupakan dokumen penting perusahaan 

c. Dokumen struktur organisasi keselamatan konstruksi dibagi menjadi 

beberapa bagian penting dengan tugas dan tanggung jawab yang 

jelas. Berdasarkan observasi susunan organisasi ditempelkan dalam 

ruangan direksi keet, serta penjelasan tugas dan wewenang sudah 

dilampirkan dalam RKK pembangunan proyek konstruksi.  

d. Dokumen perhitungan struktur merupakan laporan analisis dan 

perhitungan yang digunakan untuk mendesain dan memeatikan 

bahwa struktur yang dibangun dapat menahan beban dan kondisi 

lainnya sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Saat 

melakukan wawancara, dokumen tersebut ada namun tidak dapat 

dibagikan karena merupakan dokumen penting perusahaan. 

e. Dokumen perhitungan kapasitas formwork(perancah) dan falsework 

(penopang sementara) merupakan dokumen perhitungan mengenai 

kapasitas beban yang ditanggung. Berdasarkan observasi yang 
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dilakukan dilihat pada pekerjaan balok, kolom dan plat yang mana 

sebelum pengecoran harus ada falseworkterlebih dahulu. Dokumen 

perhitungan ini tidak dapat diperlihatkan kepada sembarangan 

orang. 

f. Kurva S digunakan sebagai gambaran diagram, biasanya dipakai saat 

mengestimasikan biaya konstruksi dengan melihat pengeluaran 

proyek terjadi seiring berjalannya waktu. 

g. Data monitoring pergerakan pekerjaan merujuk pada pengumpulan 

dan pencatatan informasi terkait positioning (perubahan posisi), 

saettlement (penurunan), dan defleksi (pembengkokan) pada struktur 

proyek konstruksi. Berdasarkan observasi, data positioning yang 

dikumpulkan oleh surveyor, data settlement dipagang oleh site 

manager, dan data defleksi dipegang oleh tim quality control. Namun 

data tersebut tidak dapat diperlihatkan. 

2. Memenuhi Ketentuan Keselamatan Konstruksi 

a. Dokumen RKK merupakan dokuemn yang disusun untuk memastikan 

bahwa kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan memperhatikan K3 

yang memadai. Berdasarkan observasi dokumen RKK dapat 

diperlihatkan dan dibagikan kepada pihak yang berkepentingan. 

b. Daftar risk register digunakan untuk mencatat, mengidentifikasi, 

menilai, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam proyek 

konstruksi. Daftar risk register yang digunakan berupa dokumen 

IBPRP, IBPRP dapat ditemui pada lampiran RKK proyek konstruksi. 

Saat melakukan wawancara, IBPRP terbagi dalam setiap 

pekerjaannya seperti pekerjaan pengecoran, fabrikasi besi, fabrikasi 

bekisting, instal besi, galian dan timbunan, serta dewatering. 

c. Laporan SMKK bulanan sangatlah penting dalam pengupayaan 

keselamatan kerja dengan menjangkau keberhasilan suatu proyek. 

berdasarkan wawancara laporan bulanan SMKK dirangkum dalam 
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bentuk Laporan Bulanan K3LH, berisikan indikator informasi kegiatan 

selama sebulan, program, serta kendala selama proyek berlangsung. 

d. Izin kerja (work permit) berdasarkan wawancara biasanya digunakan 

pada pekerjaan di ketinggian diatas 1,8 meter seperti perakitan 

bekisting, dan pekerjaan pengelasan (bersifat panas). 

e. Benar adanya setiap pekerjaan pasti menggunakan JSA yang 

diturunkan dari metode pekerjaan. Namun, sangat disayangkan 

berdasarkan hasil wawancara dokumen tersebut tidak ada di lokasi 

proyek dan tidak dapat juga dibagikan pada sembarangan orang, 

karena dokumen bersifat rahasia terdapat prosedur kerja dan risiko 

yang hanya relevan bagi pekerja yang terlibat langsung. Membagikan 

informasi ini kepada pihak luar dapat menimbulkan risiko kebocoran 

informasi sensitif. 

3. Menggunakan Tenaga Kerja Kompeten Bersertifikat 

a. Dalam proyek konstruksi pembangunan gedung perkuliahan ini 

terdapat satu orang tenaga ahli K3. Tenaga ahli K3 memiliki 

pengetahuan untuk mengidentifikasi risiko keselamatan di lokasi 

proyek dan dapat menerapkan langkah-langkah pengendalian yang 

efektif. Tentunya tenaga ahli K3 yang dikerjakan memiliki sertifikat 

kompeten yang dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada 

seluruh pekerja mengenai pentingnya keselamatan kerja. 

b. Berdasarkam wawancara terdapat tiga orang tenaga terampil, yaitu 

scaffolder adalah orang yang mengurus pemasangan, pengamanan, 

dan pembongkaran scaffolding untuk pekerjaan ketinggian, teknisi 

listrik bertugas pada instalasi dan perawatan listrik proyek, serta 

pekerjaan diketinggian mencakup pemasangan atap, pengecatan 

gedung, dan pekerjaan yang membutuhkan akses di ketinggian, 

mereka terlatih menggunakan APD seperti body harness dan tali 

keselamatan. 



 

 
 

105 

c. Tidak adanya alat berat yang digunakan maka tenaga kerja juga tidak 

dibutuhkan. 

4. Menggunakan Peralatan yang Memenuhi Standar Kelaikan 

a. Dalam proses pembangunan gedung perkuliahan ini alat berat tidak 

digunakan dan tentunya tidak ada SILO (Surat Izin Laik Operasi). 

b. Dengan tidak adanya alat angkat maka tidak ada juga perhitungan 

kapasitas alat angkat yang dapat ditampilkan. 

5. Menggunakan Material yang Memenuhi Standar Mutu 

a. Berdasarkan hasil wawancara laporan uji material seperti 

pengecekan pada besi dan beton. Namun saat melakukan observasi 

laporan tersebut sedang tidak ada di lokasi proyek. 

6. Menggunakan Teknologi yang Memenuhi Standar Kelaikan 

a. Berdasarkan wawancara teknologi yang digunakan tidak pernah 

mengalami kecelakaan dan tentunya memenuhi standar kelaikan, 

teknologi yang digunakan seperti theodolite, total station, dan auto 

level. Observasi yang didapatkan bahwa orang yang menggunakan 

teknologi tersebut sudah memiliki sertifikat kalibrasi. 

b. Untuk langkah metode kerja yang digunakan terdapat dalam izin 

kerja (work permit), dengan adanya langkah metode kerja maka 

pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan aman, 

mengurangi risiko kecelakaan, dan mematuhi standar keselamatan 

serta peraturan yang berlaku. 

7. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) 

Saat melakukan observasi, SOP tidak dapat dibagikan karena SOP 

merupakan dokumen perusahaan yang tidak dapat dibagikan pada pihak 

luar. Jadi dapat dijelaskan SOP secara singkat berdasarkan hasil 

wawancara seperti berikut: 

a. SOP pemberian izin kerja biasanya terdapat pada pekerjaan yang 

memiliki risiko besar seperti bekerja pada ketinggian, maka dapat 
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diterapkan penggunaan APD yang aman, serta pekerjaan pengelasan 

akibat dari percikan api. 

b. SOP persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan merupakan 

prosedur yang memastikan bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan 

telah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang dan siap 

dilakukan sesuai standar keselamatan. Pekerjaan yang dilakukan 

berupa pekerjaan penggalian di lokasi proyek, penggalian diawasi dan 

dicek untuk memastikan kondisi galian aman dan pekerja mematuhi 

protokol kesehatan. 

c. SOP pengawasan pekerjaan dilakukan dengan memeriksa seluruh 

dokumen pekerjaan, termasuk desain, rencana kerja, dan dokumen 

keselamatan. Pengawasan pekerjaan yang dilakukan berupa 

pemantauan  selama pengecoran berlangsung, pengawas memantau 

jalannya pekerjaan untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai 

dengan rencana dan prosedur. 

d. SOP persetujuan setelah pelaksanaan pekerjaan merupakan proses 

dimana pekerjaan yang telah selesai dilakukan lalu diperiksa dan 

disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum dianggap selesai atau 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada Proyek 

Pembangunan Gedung Labor dan Lokal Kuliah Jurusan Seni Rupa (FBS) 

Universitas Negeri Padang terdapat beberapa hasil temuan yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK) 

menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat kepatuhan sebesar 77,9%, 

kategori temuan minor 3,5%, dan kategori temuan major 18,6%. Kriteria 

penilaian ini mencakup lima elemen utama SMKK, yaitu kepemimpinan dan 

partisipasi pekerja, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan 

keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi 

kinerja keselamatan konstruksi. 

2. Aspek kepatuhan yang tinggi meliputi penyediaan sumber daya dan fasilitas 

keselamatan, penerapan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, prosedur 

komunikasi dan sosialisasi keselamatan, serta pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam aspek pemeliharaan 

dokumen dan prosedur terdokumentasi, seperti prosedur pengoperasian 

alat berat yang masih belum sepenuhnya tersedia. 

B. Saran 

1. Mengadakan inspeksi internal secara lebih terjadwal untuk memastikan 

bahwa semua standar keselamatan selalu terpantau. Ini akan mengurangi 

temuan dalam kategori major dan memperkuat kepatuhan keselamatan 

dalam seluruh aspek pekerjaan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada proyek konstruksi yang 

dilakukan pada ruang lingkup Universitas Negeri Padang dan dapat 

menggunakan peraturan lain sebagai acuan pertimbangan penelitian. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kebijakan Keselamatan Konstruksi 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi 
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Lampiran 3. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengandalian, dan Peluang 
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Lampiran 4. Inspeksi K3 Bulan September 2024 

 

  



117 
 

 
 

Lampiran 5. Rencana Tindakan (Sasaran dan Program) 
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Lampiran 6. Laporan Bulanan 
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Lampiran 7. Laporan Inspeksi 
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Lampiran 8. RAB Penawaran 
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Lampiran 9. Daftar BPJS Ketenagakerjaan 
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Lampiran 10. Sertifikat Kompetensi 
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Lampiran 11. Dokumentasi Papan Informasi Proyek 
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Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi 

 

 
Gambar 23. Dokumentasi Safety Talk 

 

 
Gambar 24. Dokumentasi Toolbox Meeting 
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Gambar 25. Dokumentasi House Keeping 

 

 
Gambar 26. Dokumentasi Safety Patrol 
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Gambar 27. Dokumentasi Safety Induction 

 

 
Gambar 28. Dokumentasi Kegiatan Inspeksi 
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Gambar 29. Pelatihan P3K di Lokasi Proyek 

 

 
Gambar 30. Dokumentasi Pekerjaan Menggunakan APD 
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Lampiran 13. Dokumentasi Kelengkapan Fasilitas Proyek 

 
Gambar 31. Dokumentasi APAR 

 

 
Gambar 32. Kotak P3K 

 



131 
 

 
 

 

 
Gambar 33. Toilet yang Tersedia Pada Proyek 

 
 

 
Gambar 34. Rekayasa Lalu Lintas 
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Lampiran 14. Rambu Keselamatan Kerja 

No. Nama Rambu Keterangan 

1 Rambu Awas Banda Jatuh 

 

2 Rambu Dilarang 
Bersandar 

 

3 Rambu Awas Tegangan 
Listrik 

 

4 Rambu Jalur Evakuasi 

 

5 Rambu Tempat Merokok 
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No. Nama Rambu Keterangan 

6 Rambu Tempat Alat 
Pemadan Api  

 

7 Rambu Dilarang Merokok 

 

8 Rambu Awas Tersandung 
Perhatikan Langkah Anda 
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Lampiran 15. Daftar Alat pelindung Diri (APD) 

Area 
Perlindungan 

Nama Alat Gambar APD 

Kepala Safety Helmet 

 
Muka dan 

Penglihatan 
Perisai Pengelasan 

 
Pernafasan Masker 

 
Kaki Safety Shoes 

 
Tubuh Rompi 

 
 
 
 

Body Harness 
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Tangan Sarung Tangan 

 
Mata Safety Glasses 

 
Pendengaran Ear Muff 

 
 
 

Ear Plug 
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Lampiran 16. Dokumentasi Prosedur Keselamatan Konstruksi 

 
Gambar 35. Prosedur Keselamatan Proyek 

 

 
Gambar 36. Program 5R 

 

 
Gambar 37. Spanduk Peringatan 
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Lampiran 17. Cover Produk 
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